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Kata Kunci : Hukum, Menghadirkan, Dua Orang Saksi, Proses Rujuk.

Rujuk pasca cerai talak merupakan aspek hukum yang penting dalam Islam. Islam
memberi peluang bagi suami untuk kembali pada istrinya, dan ulama bersepakat
tentang syariat rujuk. Hanya saja, dalam konteks fikih, ulama berbeda pandangan
tentang hukum menghadirkan dua orang saksi dalam proses rujuk. Sementara itu,
di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia justru sudah menegaskan
bahwa rujuk harus dilakukan di depan saksi. Oleh karena itu, permasalahan yang
dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pola penalaran hukum Yasuf Al-
Qaradawi dalam menetapkan hukum menghadirkan dua orang saksi dalam proses
rujuk dan relevansinya dengan ketentuan KHI? Penelitian ini dikaji menggunakan
pendekatan konseptual dengan jenis penelitian hukum normatif. Data penelitian
ini diperoleh dengan cara survey book atau library research. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa dalil yang digunakan oleh Yasuf Al-Qaradawi ialah QS. Al-
Talaq ayat 2. Menurut Yasuf Al-Qaradawi, keberadaan dua orang saksi di dalam
proses rujuk adalah wajib. Pola penalarannya merujuk pada metode bayanri, yaitu
metode penarikan hukum (istinbat al-ahkam) yang bertumpu kepada kaidah
bahasa yang terdapat di dalam nash syarak, yakni terdapat lafaz amar (perintah)
asyhidu dan aqimii, keduanya menunjukkan makna perintah wajib menghadirkan
dua saksi di dalam proses rujuk. Pandangan Yusuf Al-Qaradawi tentang wajibnya
saksi dalam proses rujuk relevan dan bersesuaian dengan ketentuan Kompilasi
Hukum Islam (KHI) di Indonesia. KHI menetapkan proses rujuk harus
menghadirkan dua saksi dan keduanya ikut menandatangani surat rujuk. Jadi,
jelaslah bahwa pendapat Yusuf Al-Qaradawi relevan dengan ketentuan KHI.
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merupakan sosok penting dalam hidup saya. Orang tua yang selalu ada
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kepada saya, kadang tak bisa diukur dengan materi dan berapa pun saya
membalasnya, tak akan cukup. Ayah dan Ibu, mengorbankan banyak hal
agar saya bisa mencapai Impian saya. Saya tidak bisa mengatakan cukup
terima kasih kepada ayah dan Ibu dalam hidup ini untuk kontribusi dalam
hidup saya. Terima kasih telah membantu saya membentuk hidup saya
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Keluarga angkatan 21 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas
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Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq
dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh 28 November 2024

Penulis,

Khairulamri Bin Baharozi
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PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)
Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-

huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

! Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
z Ja J Je
z Ha H Ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
5 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
B) Ra R Er
3 Za Z Zet
o Sa S Es
) Sya SY Es dan Ye
> Sa S Es (dengan titik di bawah)
2 Dat D De (dengan titik di bawah)
b Ta T Te (dengan titik di bawah)
b Za Z Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ‘ Apostrof Terbalik
¢ Ga G Ge
S Fa F Ef
it Qa Q Qi
d Ka K Ka
J La L El
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? Ma M Em
¢ Na N En
3 Wa w We
2 Ha H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya Y Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud R1 No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (=) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika hamzah (<) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis

dengan tanda (*).

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai

berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
! Kasrah | |
i Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
&l Fathah dan ya Ai Adanl
3 Fathah dan wau lu Adan U
Contoh:
Kaifa Y
Haula J}is




3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama

st Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas

= Kasrah dan ya I i dan garis di atas

£ Dammah dan wau U u dan garis di atas

Contoh:

Mata G
Rama S
Oila g
Yamiitu : é)}i

4. Ta Marbigah

Transliterasi untuk ra marbitah ada dua bentuk, yaitu: fa marbitah yang
hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah
[t]. Sedangkan ta marbiitah yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat
sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf ta
marbirah, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al-), serta bacaan
kedua kata itu terpisah, maka ta marbirah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

raudah al-asfal ; JUbY A3
al-madinah al-fadilah ;423 iS4l
al-hikmah : et

P
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5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau disebut dengan kata tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan satu tanda tasydid (<) dalam transliterasi ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, misalnya

di dalam contoh berikut:

rabbana N Evy
najjaina : La-é‘-
al-haqq LS
al-hajj -y
nu’ima : r"j
aduwwun 3

Jika huruf ¢ memiliki tasydid di akhir suatu kata, dan kemudian didahului
oleh huruf berharkat kasrah (=), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ().
Contoh:

‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) Lo
‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) Y
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J!
(alif lam ma ‘arifah). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa yaitu (al-), baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

al-syamsu (bukan asy-syamsu) A
al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ‘QJJJJ\
al-falsafah VIR
al-biladu : S
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7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal Kkata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:
ta’murina Y A
al-nau’ D 3l
syai’un A
: L
umirtu o Bl

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah,
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an dari al-Qur ‘an,
sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh. Contoh:

Fizilal al-Qur ‘an : ol o
Al-Sunnah gabl al-tadwin : oo L A
Al-‘ibarat fi ‘umiim al-\afz @ bi khusis al- ooyt N Ll ases 3 L)
sabab ' )

9. Lafz al-Jalalah (V)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa

huruf hamzah. Contoh:

Xiii



dinullah © &%

U

Adapun ta marbitah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

2

hum fi rahmatillah = 8 G5 3 35

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah
Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan
DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur ‘an

Nasir al-Din al-Tts

Abt Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Mungqiz min al-Dalal
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam konteks hukum
keluarga Islam adalah rujuk pasca talak. Rujuk adalah mengembalikan istri yang
sudah ditalak pada posisi sebelum ditalak.* Dengan makna lain, rujuk merupakan
upaya untuk mempertahankan hak milik yang masih ada tanpa ada kompensasi di
masa iddah (masa tunggu bagi istri pasca perceraian). Mempertahankan hak milik
pada definisi tersebut bermakna sebuah kuasa untuk mempertahankan istri yang
kemungkinan hilang karena talak raj i sekiranya masa iddah berakhir.? Jadi, rujuk
merupakan kembalinya suami kepada istri yang sudah ia talak dengan ketentuan
masih dalam masa iddah. Sekiranya iddah sudah habis, suami tidak dapat kembali
rujuk kepada istrinya kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.®

Para ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak suami terhadap istrinya
pasca talak. Sebagai sebuah hak suami, maka rujuk dapat dilakukan suami tanpa
harus meminta persetujuan istri untuk menerimanya. Rujuk juga dapat dilakukan
baik melalui perkataan langsung (ruju’ bil gauli/bil lafzi) dari suami pada istrinya,
yaitu pernyataan dari suami kepada istrinya tentang kehendaknya untuk kembali
membangun rumah tangganya yang sudah bercerai, dan bisa juga dengan tindakan
ataupun perbuatan (ruju’ ‘amali/bil fi ’li) yaitu dengan mengauli istri dalam masa
iddah.

Pada beberapa bagian dalam hukum rujuk, ulama berbeda pendapat
khususnya dalam masalah hukum kehadiran dua orang saksi dalam proses rujuk.

Ketentuan hukum mengenai persaksian dalam rujuk telah disinggung dalam ayat

! Rizem Aizid, Figh Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari bagi
Keluarga Muslim, (Yogyakarta: Laksana, 2018), him. 217.

2 Abdurrahman Al-Jaziri, Figh ‘4la Al-Mazahib Al-Arba’ah, Jilid 5, (Terj: Faisal Saleh),
Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), him. 852.

3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, Cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), him. 338.
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Al-Qur’an, yaitu QS. Al-Talaq ayat 2, sebagaimana dapat dipahami dalam kutipan

berikut.
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Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-nya, rujuklah dengan mereka
secara baik, ataupun lepaskanlah mereka secara baik, dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan
kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-
orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa

yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar
baginya (QS. Al-Talaq [65]: 2).*

Ayat ini menginformasikan sekiranya suami mempunyai keinginan untuk
rujuk kepada istrinya, maka diperintahkan untuk rujuk (kembali pada) istri dengan
baik, atau pilihan berikutnya adalah dengan tetap melepaskannya secara baik dan
diperintahkan pula untuk mempersaksikan proses rujuk maupun talak dengan dua
orang saksi yang adil. Perintah menghadirkan saksi dalam mempersaksikan rujuk
oleh sebagian ulama dipandang sebagai sebuah wajib, sementara sebagian lainnya
justru memandang sunnah (mustahab).

Adapun peta pendapat ulama dalam masalah hukum menghadirkan saksi
dalam rujuk dapat dikemukakan berikut:

1. Sebagian ulama memandang sunnah menghadirkan dua orang saksi dalam
rujuk, sehingga ada tidaknya saksi dalam rujuk tidak berimplikasi kepada
sah tidaknya rujuk.®> Pendapat ini diambil oleh Imam Abii Hanifah (imam
HanafT) dan Imam Maliki. Dalam pandangan ini, menghadirkan dua orang
saksi dalam pelaksanaan rujuk tidaklah wajib dihadirkan, tetapi mustahab

atau sunnah.

4 Kementerian Agama, Al-Qur ‘an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama R,
2019), him. 823.

5 Abdul Syukur Al-Azizi, Kitab Lengkap dan Praktis Figih Wanita (Yogyakarta: Noktah,
2017), him. 279.



2. Sebagian lainnya menilai wajib menghadirkan dua orang saksi saat rujuk
dilakukan, dan saksi dalam proses rujuk menjadi syarat sah dilaksanakan
rujuk. Pendapat ini diambil oleh Imam Al-Syafi’T dan Ibn Hazm Al-Zahiri
(ulama mazhab Zahir).5

3. Sebagian ulama lain justru memandang wajib menghadirkan saksi dalam
rujuk, namun hukum wajib menghadirkan saksi dalam rujuk ini tidak ada
hubungan dengan syarat sah rujuk. Artinya, jika rujuk dilaksanakan tanpa
saksi, maka rujuk tersebut tetap sah, akan tetapi pelakunya berdosa karena
melanggar kewajiban. Pandangan ini pegang, dipahami, dan diambil salah
satunya oleh Yusuf Al-Qaradawi. Mengenai alasannya menjadi poin inti
dalam penelitian ini.

Penelitian ini secara khusus mengkaji dan menganalisis pandangan Ytsuf
Al-Qaradawi, karena pendapatnya dalam masalah ini cenderung berbeda dengan
ulama mazhab Maliki yang memandang sunnah menghadirkan saksi dalam rujuk,
dan berbeda pula dengan mazhab Syafi’1 yang memandang wajib menghadirkan
saksi dalam rujuk dan sebagai syarat sahnya rujuk. D1 sini, Yusuf Al-Qaradawi
justru menilai kehadiran saksi bukanlah syarat sah rujuk meskipun kehadirannya
wajib untuk dipenuhi. Hukum wajib terhadap keberadaan saksi dalam rujuk tidak
lantas menjadikan dua saksi tersebut sebagai syarat sahnya rujuk. Hukum “wajib”
menghadirkan saksi hanya berimplikasi pada berdosa tidaknya pelaku, bukan sah
tidaknya perbuatan rujuk itu sendiri.” Alasan inilah yang membedakan pendapat
Yiusuf Al-Qaradawt dengan pandangan yang lainnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk diteliti lebih jauh
tentang pandangan Yusuf Al-Qaradawi tentang hukum menghadirkan dua orang

saksi dalam rujuk dan relevansinya dengan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum

& Moh Makmun dan Khoirur Rohman, “Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang
Saksi dalam Rujuk,” Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (11 Oktober 2017): him. 35.

" Yasuf Al-Qaradawi, Min Hadi Al-Islam Fatawa Mu’asirah, (Terj: As’ad Yasin),
(Jakarta: Gema Insani Press, 2008), him. 460-461.



Islam (KHI). Untuk itu, kajian penelitian ini mengangkat isu hukum rujuk dan isu
hukum kesaksian di dalam rujuk, dengan judul penelitian: Hukum Menghadirkan
Dua Orang Saksi dalam Proses Rujuk: Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan

Relevansinya dengan KHI.

B. Rumusan Masalah
Mengacu kepada permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka
kajian ini diangkat dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penalaran hukum yang digunakan Yasuf Al-Qaradawi
dalam menetapkan hukum menghadirkan dua orang saksi di dalam proses
rujuk?

2. Bagaimanakah relevansi pandangan Yusuf Al-Qaradawi tentang hukum

menghadirkan dua orang saksi dalam proses rujuk dengan ketentuan KHI?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitiannya:

1. Untuk mengetahui pola penalaran hukum yang digunakan Yusuf Al-
Qaradaw1 dalam menetapkan hukum menghadirkan dua orang saksi di
dalam proses rujuk?

2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Yiisuf Al-Qaradawi tentang hukum
menghadirkan dua orang saksi di dalam proses pelaksanaan rujuk dengan
ketentuan KHI?

D. Kajian Pustaka

Sejauh bacaan dan penelusuran terhadap kajian yang ada, terdapat kajian
yang relevan dengan penelitian ini. Namun fokusnya bukan pandangan Yiisuf Al-
Qaradawi sebagaimana dalam pengkajian ini. Jadi, judul yang saya tulis ini belum
ada yang sama persis fokusnya, walaupun ada pembahasan yang sama akan tetapi
fokusnya berbeda. Beberapa penelitian yang relevan tersebut dapat dibahas pada

uraian berikut:



1. Skripsi yang ditulis Shafwan Kamil Almunawwar, berjudul: “Kedudukan
Saksi dalam Proses Rujuk Menurut Surah At-Taldg Ayat 2 (Perspektif
Mazhab Sydfi 1).2 Temuan penelitiannya disimpulkan bahwa Imam Syafi’i
menegaskan pada salah satu pendapatnya bahwa menghadirkan saksi saat
rujuk itu adalah suatu kewajiban, karena saksi menyamai seperti memulai
pernikahan. Hal itu penting agar status pernikahan menjadi jelas, terutama
ketika salah seorang meninggal dengan ada saksi rujuk dapat dibuktikan
apakah mereka bisa saling mewarisi atau tidak. Rujuk tanpa saksi menurut
Qaul Qadim Imam Syafi’1 tidak sah karena berdasarkan QS. At-Talaq ayat
2 wajibnya menghadirkan saksi ketika rujuk. Selain itu, perintah di dalam
ayat tersebut untuk mendatangkan saksi dalam proses rujuk juga didukung
dengan adanya hadis yang memerintahkan demikian. Rujuk menghalalkan
hubungan seksual yang dimaksudkan, persaksian dalam rujuk itu menjadi
syarat sahnya rujuk sebagaimana saksi dalam akad pernikahan, sedangkan
menurut Qaul Jadid Imam Syafi’1, rujuk tanpa saksi sah, karena kata amar
dalam Surah At-Talaq ayat 2 mengandung perintah sunnah.

2. Skripsi yang ditulis Aminudin, berjudul: “Kedudukan Saksi Dalam Talak
Dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi 7.° Hasil penelitiannya bahwa Imam
Syafi’t menegaskan dalam salah satu fatwanya, kewajiban mendatangkan
saksi ialah saat hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkan ketika
hendak memulai akad nikah. Namun demikian di dalam talak, beliau tidak
mewajibkan. Allah SWT telah memerintahkan pengadaan saksi dalam hal
talak dan rujuk. Imam Al-Syafi’t menyebutkan jumlah saksi, yaitu 2 (dua)

orang laki-laki, hal itu menunjukkan bahwa kesaksian yang sempurna atas

8 Shafwan Kamil Almunawwar, “Kedudukan Saksi Dalam Proses Rujuk Menurut Surah
At-Thalaq Ayat 2 (Perspektif Mazhab Syafi’i)” (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry, 2022), https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29973/.

® Aminudin, “Kedudukan Saksi Dalam Talak Dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi’i”

(skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011), https://repository.uin-
suska.ac.id/716/.



talak dan rujuk adalah dua orang. Oleh karena itu, jika kesempurnaannya
ada pada dua orang, maka kesaksian yang kurang dari 2 (dua) orang saksi
tidak dapat diterima. Kedudukan saksi talak dan rujuk menurut Imam Al-
Syafi’t adalah kemestian menghadirkan saksi minimal dua (2) orang saksi
lak-laki dan bukan wanita, sedangkan hukum menghadirkan saksi dalam
talak dan rujuk menurut Imam Syafi’1 adalah wajib Ikhtiar (pilihan) yakni
tidak berdosa bila tidak menghadirkan saksi dalam talak dan rujuk, karena
Imam Al-Syafi’1 tidak adanya menemukan pendapat yang mengharamkan
bila tidak menghadirkan saksi saat menjatuhkan talak dan rujuk.

3. Skripsi Arti Nurmilawati, berjudul: “Saksi dalam Rujuk (Studi Komparasi
Pendapat Imam Syafi'T dan Imam Malik).*° Imam Syafi’T berpandangan
mendatangkan saksi dalam rujuk hukumnya wajib, diperintahkan di dalam
surat Al-Talaq ayat kedua. Hendaknya orang yang rujuk itu mendatangkan
dua orang saksi yang adil sebagaimana diperintankan Allah SWT terkait
persaksian. Adapun Imam Malik berpendapat mendatangkan saksi dalam
rujuk hukumnya sunnah, karena rujuk merupakan haknya suami dan rujuk
tidak membutuhkan persetujuan dari istri. Menentukan dasar hukum saksi
dalam rujuk Imam Syafi’i dan Imam Malik sama-Sama menggunakan dalil
Al-Qur’an surat Al-Talaq ayat 2 tentang perintah mendatangkan saksi
dalam rujuk. Dalam menentukan jumlah saksi dan syarat saksi Imam
Syafi’t dan Imam Malik sepakat bahwa saksi berjumlah dua orang saksi,
mukalaf, muslim, baligh, merdeka, adil, dan memahami kesaksian yang
diberikan.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Taufan Firdaus dan Neng Lisyahidah yang
berjudul: “Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam, dan

Undang-undang Kekeluargaan Malaysia, serta Pandangan Imam Empat

10 Arti Nurmilawati, “Saksi Dalam Rujuk (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i Dan
Imam Malik).” (Skripsi, Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2021),
http://repository.iainbengkulu.ac.id/6755/.



Mazhab”.!* Hasil penelitian bahwa rujuk merupakan sistem hukum yang
ada untuk membuka kembali kemungkinan suami-istri kembali merajut
hubungan keluarga. Keluarga dalam Islam merupakan bagian penting bagi
kuatnya agama dan negara. Jika keluarga mengalami disharmoni, maka di
dalamnya perlu aturan yang mengatur agar dapat meminimalisir dampak
negatifnya. Ketentuan rujuk salah satu sistem hukum agar mengembalikan
fungsi keluarga dalam Islam bagi mereka yang mengalami satu perceraian
dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ulama empat mazhab
sepakat bahwa rujuk adalah bagian dari syariat Islam. Namun keempatnya
berbeda pendapat dalam masalah cara rujuk dan beberapa hal teknis yang
lainnya. Begitu pula regulasi dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia
memiliki hubungan yang erat dengan empat imam mazhab dimaksud.

5. Atrtikel jurnal yang ditulis Moh. Makmun dan Khoirur Rohman, dengan
judulnya: “Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi’t tentang Saksi dalam
Rujuk”.*? Menurut Imam Malik, Hukum mendatangkan saksi ketika rujuk
adalah tidak wajib. Perintah untuk mendatangkan saksi di dalam surat al-
Talaq hanya bersifat anjuran. Meskipun tidak wajib mendatangkan saksi
ketika rujuk, beliau tetap menganggap lebih baik ada saksi. Menurut Imam
Syafi’1, Hukum mendatangkan saksi di ketika rujuk adalah wajib. Rujuk
tidak sah tanpa disertai dengan adanya dua orang saksi. Imam Malik dan
Imam Syafi’1t dalam menentukan hukum mendatangkan dua orang saksi
saat rujuk keduanya sama-sama menggunakan ayat Al-Qur’an yaitu ayat

kedua surat Al-Talaq.

11 Taufan Firdaus dan Neng Lisyahidah, “Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi
Hukum Islam, Undang-UndangKekeluargaan Malaysia, Dan Pandangan Imam Empat Madzhab,”
Jurnal Bimas Islam 9, no. 4 (30 Desember 2016): 759-808.

2 Makmun dan Rohman, “Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang Saksi dalam
Rujuk.”



E.

Penjelasan Istilah

Kajian ini menggunakan sejumlah istilah penting untuk kemudian perlu

dijelaskan lebih jauh secara konseptual. Istilah yang dimaksudkan adalah hukum,

saksi, rujuk, kompilasi hukum Islam.

1. Hukum Menghadirkan Dua Orang Saksi

Hukum adalah aturan, patokan norma, putusan, undang-undang, atau
ketentuan. Menurut istilah, hukum adalah ketentuan yang sengaja dibuat oleh
lembaga yang berwenang untuk menetapkan ragam perintah serta larangan,
serta bagi yang melanggarnya diancam dengan sanksi hukum.** Hukum juga
berarti peraturan-peraturan atau sejumlah kumpulan peraturan yang mengatur
tingkah laku manusia.* Menghadirkan dua orang adalah membuat dua orang
individu supaya hadir (datang pada suatu tempat).'® Saksi adalah orang yang
menyaksikan atau orang yang melakukan persaksian terhadap suatu peristiwa
atau kejadian, dan lainnya di muka sidang.® Dua orang saksi yang dimaksud
adalah dua orang yang mengetahui dengan cara melihat dan menyaksikan
proses rujuk. Mengacu pada penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan
hukum menghadirkan dua orang saksi adalah ketentuan atau norma yang
menjelaskan dan mengatur tentang status hukum menghadirkan dua orang
sebagai saksi atau membuat dua orang saksi supaya berhadir (datang) atau
proses dari menghadirkan dua orang saksi di dalam proses rujuk.
2. Studi Pemikiran Yasuf Al-Qaradawi

Studi artinya penelitian ilmiah, kajian, dan telaahan terhadap masalah

hukum. Adapun pemikiran adalah pendapat yang berisi nalar argumentatif dan

13 Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Pertama (Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2017), him. 23.

14 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,

Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 27.

127.

15 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), him.

16 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata (Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2012), him. 92.



pemahaman atas suatu masalah hukum. Sedangkan Yusuf Al-Qaradawi ialah
tokoh ulama yang menjadi subjek hukum yang digali pemikirannya. Untuk itu
yang dimaksud dengan studi pemikiran Yiusuf Al-Qaradawi adalah penelitian
dan kajian ilmiah yang dilakukan terhadap pemahaman, pemikiran serta
pendapat hukum yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradawi.
3. Kompilasi Hukum Islam

Kata kompilasi berarti kumpulan, kata hukum berarti peraturan, istilah
Islam berarti agama yang dibawa oleh Rasulullah Saw yang berisi ajaran yang
landasannya merujuk pada Al-Qur’an dan hadis. Adapun maksud Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dalam penelitian ini adalah kumpulan peraturan, di mana
penetapannya dilaksanakan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
yang berisi ketentuan-ketentuan hukum, terdiri dari tiga buku, yaitu buku satu
tentang perkawinan, buku dua tentang kewarisan, selain itu buku tiga tentang
perwakafan. Dalam pembahasan ini, poin KHI hanya merujuk kepada pasal-

pasal tentang rujuk, yaitu Pasal 167 ayat (4), dan Pasal 168 ayat (1) KHI.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk dapat
menentukan arahan suatu penelitian. Metode merupakan satu cara yang dilakukan
dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran sistematis mengenai
ragam bentuk masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan penafsiran
fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran.!’ Jadi metode
penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan penelitian dan aktivitas
penelitian.

Metode penelitian ini ialah kualitatif. Menurut Bisri, metode penelitian
kualitatif disebut sebagai pendekatan kualitatif, bisa juga disebut dengan metode

17 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2009), him.
13.
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paradigma kualitatif, paradigma naturalistis, ataupun alamiah.*® Saifuddin Anwar
menyatakan pendekatan kualitatif lebih menekankan kepada proses penyimpulan
deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena
yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.*® Jadi, di dalam konteks kajian
ini, metode kualitatif berusaha untuk mengungkap suatu gagasan ulama.
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini ialah conceptual approach.
Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang mampu
melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti di
dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang
sedang dihadapi.?® Dalam konteks penelitian ini, maka pendekatan konseptual
ini berisi uraian mengenai tata cara dalam mendekati permasalahan penelitian,
khususnya memakai teori-teori, konsep ataupun pandangan ulama.
2. Jenis Penelitian
Secara garis besar, jenis penelitian dalam penelitian hukum ada dua,
yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.?! Di dalam
penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian
hukum normatif atau yuridis normatif adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang

mencakup atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap

18 Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 268.

19 Saifuddin Anwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), him. 5.

20 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017), him. 135-136.

21| Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 11-12.
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sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan
horizontal, kajian terhadap perbandingan hukum, dan sejarah hukum.?? Jadi,
penelitian hukum normatif dalam kajian ini berhubungan dengan pandangan
dan asas-asas hukum atas ketentuan dua orang saksi dalam proses rujuk
menurut Yasuf Al-Qaradawi dan relevansinya dengan materi hukum yang
diatur Kompilasi Hukum Islam.
3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga
kategori, yaitu:%

a. Data primer, yaitu sumber data utama yang dengannya akan memberi
informasi langsung terhadap permasalahan yang hendak dipecahkan.
Sumber data primer dalam skripsi ini adalah buku-buku ataupun kitab
Yusuf Al-Qaradawi dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema
hukum rujuk, proses dan tata cara rujuk serta kesaksian dalam rujuk.
Sumber data diperoleh dalam beberapa literatur karangan Yusuf Al-
Qaradawi seperti kitab: Fatawa al-Mu’asirah, al-Halal wa al-Haram
fi al-Islam, dan kitab Yasuf Al-Qaradawt lainnya.

c. Data tersier merupakan data pelengkap diambil dari berbagai referensi
seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedi, serta data-data pelengkap
lainnya yang membantu menambah data penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian ini keseluruhannya merujuk pada sumber kepustakaan
yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, bahan pustaka lainnya

yang dapat memberikan keterangan langsung maupun tidak langsung terkait

22 Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, Edisi
Kedua, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), him. 129-130.

23 Dijantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, him. 142.
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objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pandangan Beni,?*
bahwa teknik pengumpulan data di dalam penelitian hukum dapat digunakan
dengan metode survey book atau library rsesearch, dengan langkah-langkan
sebagai berikut:
a. Menginventarisasi data berupa buku-buku, khususnya karya fukaha
dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema rujuk dan kesaksian
dalam rujuk.
b. Membaca semua buku yang dimaksud dan menguraikannya kembali
dalam penelitian ini.
5. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan,
kemudian dilakukan analisis dengan cara deskriptif-analisis, yakni mengurai
pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah menyangkut objek kajian
dan fokus masalah kemudian menganalisisnya dengan teori yang relevan.®
Dalam penelitian ini, yang dideskripsikan dan yang dianalisis adalah pendapat
Yusuf al-Qaradawi menyangkut hukum dua orang saksi dalam proses rujuk
dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam.
6. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya
dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang
sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi,
tambahan atau komentar atas bahan hukum tersebut.?® Sehubungan dengan
itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum
yang otentik, asli serta apa adanya tentang permasalahan penelitian ini, yaitu
mengenai Hukum Menghadirkan Dua Orang Saksi dalam Proses Rujuk: Studi

Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Relevansinya dengan KHI.

24 Saebani, Metode Penelitian Hukum, him. 158.
2 Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, him. 152.
% Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013), him. 188.
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Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan
data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang
tidak berbeda antara bahan data peneliti dan data sebenarnya.?” Sehubungan
dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara
penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari
bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas
objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian
dengan bahan data yang telah ditentukan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Skripsi ini ditulis dengan berpedoman pada Buku Panduan Penulisan
Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry tahun 2018, yang telah direvisi pada tahun 2019. Sementara
pedoman penulisan ayat Al-Qur’an merujuk pada Al-Qur’an dan terjemahan
dari Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019. Adapun penulisan
hadis merujuk kepada kitab-kitab hadis sembilan Imam (Al-Bukhari, Muslim,
Abu Dawud, Al-Nasa’i, Ibnu Majah, Al-Tirmizi, Malik, Ahmad, Daraqutnt).

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dan penyusunan karya ilmiah ini dibagi ke dalam tiga bagian,
pertama adalah bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal penelitian ini berisi lembar judul, pengesahan pembimbing,
lembar pengesahan sidang, lembar pernyataan keaslian karya tulis, abstrak, kata
pengantar, pedoman transliterasi, daftar lampiran, dan daftar isi.

Bagian isi penelitian ini disusun dengan pembahasan yang terdiri dari 4
(empat) bab. Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari uraian latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan
istilah, metode penelitian (pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data,

teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, dan

27 1bid.
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pedoman penulisan skripsi), serta sistematika pembahasan. Bab dua, merupakan
landasan teoretis terkait kesaksian dalam rujuk menurut fikih dan KHI, terdiri
pengertian rujuk dan saksi, dasar hukum rujuk, tata cara dalam rujuk, syarat-syarat
dalam rujuk, pendapat ulama tentang kedudukan saksi dalam rujuk, dan ketentuan
rujuk dalam kompilasi hukum Islam. Bab tiga, ialah pendapat Yusuf Al-Qaradawi
tentang hukum menghadirkan saksi dalam rujuk, yang terdiri dari profil Yasuf
Al-Qaradawi, pola penalaran hukum yang digunakan Yasuf Al-Qaradawi dalam
menetapkan hukum menghadirkan dua orang saksi dalam proses rujuk, relevansi
pendapat Yasuf Al-Qaradawi mengenai hukum menghadirkan dua orang saksi di
dalam proses rujuk dengan ketentuan KHI. Bab empat, merupakan penutup yang
terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat
hidup.



BAB DUA
KESAKSIAN DALAM RUJUK MENURUT
FIKIH DAN KHI

A. Teori Rujuk dan Saksi
1. Pengertian Rujuk dan Saksi

Kata rujuk merupakan salah satu kata bahasa Arab yang diserap ke dalam
bahasa Indonesia, artinya kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, baik itu
talak satu atau talak dua, ketika istri masih dalam masa idah. Rujuk juga bermakna
kembali bersatu (bersahabat dan sebagainya).* Kata rujuk, di dalam bahasa Arab

dapat ditransliterasikan menjadi rujiz ', dengan bentuk turunan katanya yaitu:

2-";@)—\’%1@&—@)

Istilah rujii’ secara bahasa berarti kembali, mengembalikan,® berbalik, dan
pulang.* Kata rujuk dalam bahasa Arab digunakan untuk semua makna kembali,
dan tidak khusus hanya pada kasus kembalinya suami kepada istri pasca cerai di
antara keduanya. Hanya saja, makna rujuk di dalam pembahasan ini dimaksudkan
hanya untuk kasus perkawinan. Menurut istilah, terdapat beberapa pengertian dari
para ahli, di antaranya Al-Zuhaili, bahwa rujuk adalah mengembalikan istri pada
ikatan pernikahan setelah ditalak selain ba’in pada masa idah dengan cara tertentu.
Ketika seorang suami menalak istrinya setelah berhubungan intim dengan talak
satu atau dua tanpa kompensasi maka dia boleh merujuknya sebelum habis masa
idah, meski dia telah menggugurkan hak rujuknya tersebut, baik istrinya itu rida
maupun tidak.®> Hal serupa juga dijelaskan oleh Al-Mahalli, sebagaimana dikutip

1 Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia..., him. 590.

2 Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab
(Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), him. 189.

3 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, Edisi Pertama, Cet. 7 (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2015), him. 285.

4 Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., him. 205.

5 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Sydfi’t Al-Muyassar, (Terj: Muhammad Afifi dan
Abdul Hafiz), Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2016), him. 653.

15
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oleh Amir Syarifuddin, bahwa rujuk adalah kembali dalam hubungan perkawinan
dari cerai yang bukan ba’in, selama dalam masa idah.®

Terjadinya talak antara suami istri, meskipun berstatus talak raj’z, namun
pada dasarnya talak mengakibatkan keharaman hubungan seksual di antara suami
dan istri, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal yang serupa.
Oleh karena itu, kendati bekas suami di dalam masa idah berhak merujuk bekas
istrinya dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh,
namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan suami
terhadap bekas istri, maka untuk menghalalkan kembali harus dengan pernyataan
rujuk yang diucapkan suami tersebut.” Jadi, rujuk adalah kembalinya bekas suami
kepada istri dengan tata cara yang diakui syariat baik dengan lafaz kehendak rujuk
dari suami kepada istri, atau dengan tindakan.

Adapun kata saksi, memiliki beberapa arti, di antaranya adalah orang yang
melihat ataupun mengetahui sendiri suatu peristiwa kejadian, orang yang dimintai
hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada
suatu ketika apabila diperlukan bisa memberikan keterangan yang membenarkan
bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, orang yang memberikan keterangan
di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, keterangan dan bukti
pernyataan yang diberikan orang yang melihat atau mengetahui, bukti kebenaran,
atau orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan
penuntutan maupun peradilan mengani sebuah perkara pidana yang didengarnya,
dilihatnya, ataupun dialaminya sendiri.® Dalam bahasa Arab, saksi disebut dengan
syahadah ataupun bayyinah.® Jadi, istilah saksi atau syahddah berkaitan dengan

keterangan berupa kesaksian seseorang terhadap suatu peristiwa hukum.

6 Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., him. 337.

"H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, 1,
Cet. 4 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), him. 328.

8 Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia..., him. 447.

9 S Askar, Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis (Jakarta:
Senayan Publishing, 2010), 211.
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Menurut rumusan istilah, terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan
para ahli dan cakupannya sangat luas meliputi perspektif hukum Islam dan hukum
positif. Pembahasan ini hanya merujuk kepada definisi saksi menurut perspektif
hukum Islam, di antaranya dijelaskan oleh Al-Zuhaili, seperti dikutip oleh Lubis,
Marzuki dan Dewi, bahwa saksi adalah sebuah pemberitahuan (pernyataan) yang
benar untuk membuktikan suatu kebenaran tentang sesuatu dengan lafaz syahadat
di depan pengadilan.'® Sebagian ulama lainnya juga menyatakan istilah bayyinah
sebagai kesaksian, di antaranya lbn Qayyim, bahwa bayyinah atau kesaksian ialah
nama bagi sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat untuk membuktikan sebuah
kebenaran, atau nama bagi tiap sesuatu yang menjelaskan ataupun menampakkan
kebenaran. Maksud dengan bayyinah adalah hujjah atau argumentasi, dalil, atau
burhan (bukti).!! Menurut Al-Bugha, kata bayyinah merupakan orang-orang yang
menjadi saksi terhadap suatu dakwaan. Apabila pendakwa tidak memiliki saksi-
saksi, dasar pembuktian dakwaannya adalah pengakuan terdakwa yang diambil di
bawah sumpah.'? Jadi, istilah saksi dalam fikih digunakan untuk istilah bayyinah
dan bisa digunakan istilah syahdadah, yaitu keterangan yang menunjukkan kepada
kesaksian seseorang terhadap suatu kejadian hukum.

Ketentuan menyangkut hukum kesaksian dalam Islam digunakan di dalam
berbagai masalah hukum, baik di dalam konteks hukum munakahat (perkawinan),
hukum muamalat (hukum perdata ataupun bisnis Islam), maupun dalam konteks
hukum jinayat (hukum pidana). Dalam pembahasan ini, yang dimaksudkan ialah
kesaksian dalam hukum munakahat, terutama menyangkut hukum rujuk. Dengan
demikian, yang dimaksud saksi dalam penelitian ini ialah orang yang melihat dan

menyaksikan secara langsung terjadinya rujuk suami kepada istrinya.

10 Sulaikin Lubis, Wismar ’Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata
Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 134.

1 Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Turq Al-Hukmiyyah fi Al-Siyasah Al-Syariyyah, (Terj:
M. Muchson Anasy), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), him. 24 dan 234.

12 Mustafa Dib Al-Bugha, Al-Tahzib fi Adillati Matn Al-Ghayah wa Al-Taqrib, (Terj:
Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), him. 619.
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2. Dasar Hukum Rujuk

Rujuk dalam hukum perkawinan Islam merupakan peristiwa hukum yang
dibolehkan bagi setiap suami yang sudah menceraikan istrinya, dengan ketentuan
masih dalam talak raj 7, yaitu talak satu dan talak dua raj 7. Rujuk juga merupakan
hak mutlak suami.® Karena itu ulama memandang rujuk suami terhadap istrinya
dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun meskipun tanpa persetujuan mantan
istrinya.** Dalil dan dasar hukum rujuk mengacu kepada QS. Al-Bagarah [2] ayat
228-229 sebagai berikut:
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Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga
kali guri’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa
yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada
Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali
kepada mereka dalam (masa) itu, apabila mereka menghendaki perbaikan.
Mereka (para perempuan) memiliki hak seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan
atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak (yang dapat
dirujuk) itu dua kali, setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara
yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi
kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan pada
mereka, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas
ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu
menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa
atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.

13 Ibn Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Mudtasid, (Terj: Misbah), Jilid 2,
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hIm. 155.

14 Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi, Sifat Al-Zauj Al-Salih wa Al-Zaujah Al-Salihah,
1, (Terj: Abu Barnawa), cet. 8 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), him. 214.
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Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa
yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang
zalim (QS. Al-Bagarah [2]: 228-229).1°

Sebab turun ayat di atas adalah diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Al-Hakim
dan yang lainnya dari Aisyah berkata bahwa dulu apabila seseorang menceraikan
istrinya, maka dia akan menceraikan sekehendaknya dan ia masih dalam keadaan
berstatus istrinya jika ia merujuknya di masa idah, walaupun dia menceraikannya
seratus kali atau lebih. Sehingga seseorang berkata kepada istrinya: “Demi Allah
aku tidak akan menceraikanmu hingga kamu berpisah denganku, aku tidak pernah
mengharapkanmu”. Wanita tersebut berkata: Dan bagaimana maksudmu?. Orang
tersebut berkata: “Aku akan menceraikanmu, dan di setiap masa idahmu hampir
habis, maka aku akan merujukmu. Maka wanita tersebut datang pada Rasulullah
dan menceritakannya, kemudian Rasulullah diam hingga turun kepadanya firman
Allah tersebut.®

Menurut Al-Qurtubi, maksud wa bu ‘ilatuhunna pada ayat tersebut adalah
bu ‘izlah, bentuk jamak dari al-ba 'lu, artinya suami. Kata tersebut digunakan sebab
untuk menunjukkan ketinggian suami atas istrinya atas tiap yang telah diserahkan
semenjak pernikahannya.!’ Adapun istilah akaqqu biraddihinna, artinya: “berhak
merujuknya”, yakni suami berhak meminta pada istrinya untuk kembali padanya.
Bentuk rujuk ada dua macam, yang pertama ialah rujuk dalam masa idah, di mana
suami merujuk istri tanpa ada akad nikah dan mahar yang baru, bentuk yang kedua
adalah rujuk sesudah masa idah, yaitu kembalinya suami kepada istrinya dengan
akad dan mahar yang baru.'® Adapun maksud rujuk yang sebenarnya adalah rujuk
dalam arti yang pertama, yaitu rujuk ketika istri masih dalam masa idah, di mana

suami menghendaki untuk rujuk kepada istri tanpa ada akad nikah dan mahar yang

15 Agama, Al-Qur ‘an dan Terjemahannya..., him. 48-49.

16 Jalaluddin Al-Suyitt, Lubab Al-Nugiil fi Asbab Al-Nuziil, (Terj: Tim Abdul Hayyie),
Cet. 10 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), him. 75.

17 Abi Bakr Al-Qurtubi, Jami’ li Ahkam Al-Qur’an (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘lImiyyah,
2006), him. 260.

18 |bid., him. 260-261.
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baru. Jadi, dari pemahaman di atas jelas bahwa Al-Qur’an mengakui bahwa rujuk
adalah hak suami terhadap istri.

Ayat di atas juga menegaskan bahwa talak yang dapat dirujuk itu dua kali,
maksudnya adalah untuk kali pertama yakni selepas talak raj 7 yang pertama kali
dilakukan suami, dan untuk kali yang kedua yakni selepas talak yang kedua kali,
sepanjang masa idah masih ada. Menurut Maulana Ali, setelah talak yang pertama
maka kedua belah pihak berhak untuk mengadakan rujuk selama waktu idah, atau
nikah kembali jika waktu idah telah habis. Hak serupa itu diberikan pula kepada
mereka setelah dijatuhkan talak kedua. Akan tetapi setelah talak ketiga, mereka
tidak mempunyai hak lagi. Pada zaman sebelum Islam, istri tidak mempunyai hak
bercerai, sedangkan suami punya kebebasan yang tak terbatas untuk menceraikan
dan merujuk kembali istrinya selama waktu idah, berapa kali saja yang dia sukai.
Jadi kaum perempuan hanya dianggap seperti benda mati yang dapat dibuang dan
diambil lagi sesukanya sendiri. Namun Islam bukan saja memberikan kepada istri
hak cerai, melainkan pula membatasi kebebasan suami untuk berkali-kali untuk
mengadakan perceraian dengan menetapkan bahwa perceraian yang dapat dirujuk
hanya boleh dijatuhkan dua kali.'®

Adapun dasar hukum yang kedua tentang rujuk adalah ketentuan sunnah.
Salah satunya adalah riwayat hadis Imam Muslim dari Ibn Umar, yaitu sebagai
berikut:

I sl ale B Lo QU a5 G5 KT8 Jasls oag 6001 Gl 8T 22 31 22
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Dari Ibnu Umar bahwa dia pernah menceraikan istrinya yang sedangkan
haid, lantas Umar melaporkan hal itu kepada Nabi Saw, beliau bersabda:
Suruhlah dia merujuknya, sesudah itu suruhlah menalaknya ketika suci
atau hamil (HR. Muslim).

19 Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun),
Cet. 8 (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), him. 689-690.

20 Abii Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Sakis Muslim (Riyad: Dar Al-Salam,
2000), him. 279.
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Hadis di atas menunjukkan informasi tentang talak pada saat haid, hal ini
bertentangan dengan sunnah, sehingga Rasulullah Saw memerintahkan Ibn Umar
untuk merujuk kepada istrinya, dan menahannya hingga istrinya suci, dan apabila
hendak menalaknya kembali, maka dilakukan pada saat suci dan saat istrinya telah
pasti hamil.?

Adapun dasar hukum yang ketiga adalah adanya kesepakatan para ulama
tentang bolehnya rujuk pasca talak, dan hak rujuk tersebut berada di tangan pihak
suami. Hal ini selaras dengan keterangan Ibn Rusyd, bahwa para ulama muslimin
telah bersepakat bahwa suami mempunyai hak rujuk dengan istrinya dalam talak
raj ‘7, selama si istri masih dalam masa idah, dan tanpa harus mempertimbangkan
kerelaan si istri.?? Jadi dapat diketahui bahwa rujuk adalah syariat yang ditetapkan
Allah Swt terhadap seseorang yang sudah menalak istrinya. Rujuk merupakan hak
suami atas mantan istrinya sepanjang masih dalam masa idah, dan rujuk tersebut

dilakukan semata untuk kebaikan, bukan untuk menyusahkan istri.

3. Tata Cara dan Syarat-Syarat dalam Rujuk

Cara pelaksanaan rujuk ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para
ahli figh, yaitu pendapat pertama rujuk itu haruslah dengan perkataan, dan kedua
rujuk ini boleh dengan perkataan dan perbuatan. Rujuk dengan perkataan seperti
misalnya bekas suami berkata kepada bekas istrinya: “Aku rujuk pada istriku”.?
Dengan ucapan rujuk ini, maka rujuk itu dianggap telah terjadi. Lafaz rujuk yang
digantungkan pada suatu syarat yang belum terjadi atau digantungkan pada masa
yang akan datang, dianggap tidak sah. Misalnya: “Jika nanti terjadi hal ini, maka
saya akan merujukmu®, atau “jika seseorang datang kepadamu nanti, maka saya

rujuk padamu”. Adapun rujuk dengan perbuatan ialah apabila suami mencampuri

2L 1bn Qayyim Al-Jauziyyah, Zad AlI-Ma’ad fi Hadi Khair Al-‘Ibad, Jilid 5, (Terj: Masturi
Irham, Nurhadi, Abdul Ghofar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), him. 34.

22 Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid..., hlm. 155.

23 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian,
1, Cet. 4 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), him. 404-405.
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istrinya kembali, walaupun tidak dengan perkataan tertentu dianggap sah dan juga

rujuknya telah terjadi. Rujuk yang seperti ini menurut Abt Hanifah dianggap sah,

tetapi menurut Imam Syafi’1 justru belum dianggap sah apabila tidak tegas-tegas

diucapkan.?*

Bekas suami yang hendak merujuk istrinya hendaklah memenuhi syarat-

syarat, sebagai berikut:?®

a.

Bekas istri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri, sehingga perceraian
yang terjadi di mana istri belum pernah dicampuri suami, tak memberikan
hak rujuk bagi suami.

Harus dilakukan dalam masa idah.

Harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai ‘iwad dari pihak istri.

Menurut Al-Jaziri, terkait dengan rukun rujuk ada tiga, yaitu lafaz rujuk,

objek yang dirujuk (istri), dan suami yang merujuk. Dalam hal ini, syarat-syarat

dalam rujuk menurut ulama mazhab yaitu sebagai berikut:?

a.

Menurut mazhab Hanaft syarat rujuk ada empat. Pertama, bahwa rujuk itu
dilakukan terhadap talak raj 7. Karena itu, tidak ada rujuk pada talak ba'in.
Kedua, tidak disyaratkan hak pilih pada rujuk. Ketiga, tidak dihubungkan
dengan waktu. Keempat, tidak dikaitkan dengan syarat tertentu pada saat
melakukan rujuk.

Menurut mazhab Maliki, syarat rujuk dipisahkan menjadi dua yaitu syarat
suami dengan syarat bagi keadaan mantan istri. Suami yang merujuk harus
ada dua syarat, yaitu harus baligh dan berakal. Adapun untuk istri dirujuk
itu disyaratkan tiga hal, yaitu talaknya bukan talak ba’in, berada di dalam
masa idah pernikahan yang sah, dan suami mencampuri dan menyetubuhi

istri secara halal.

24 1bid.
2 |bid., him. 404.
% Al-Jazir, Figh ‘Ala Al-Mazahib..., him. 856-876.
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C. Menurut mazhab Syafi’1, syarat rujuk ialah suami berakal dan baligh, dan
yang merujuk itu boleh dilakukan oleh suami secara langsung atau dengan
wakil atau walinya, kemudian istri yang ditalak itu masih dalam masa idah
talak raj 7, dan pihak yang merujuk tersebut bertindak secara suka rela dan
tidak sah rujuk yang dilakukan dengan paksa.

d. Menurut mazhab Hanbali, syarat rujuk khusus bagi suami adalah berakal,
meskipun ia masih kecil, dengan syarat sudah mumayiz, baik dia berstatus
budak atau merdeka. Adapun syarat istri yang dirujuk adalah kedudukan
istri tersebut berstatus istri dengan pernikahan yang sah, istri sudah pernah
dicampuri atau menyepi berdua dengan suaminya, istri ditalak raj 7, serta

masih dalam masa idah.?’

4. Pendapat Ulama Tentang Kedudukan Saksi dalam Rujuk

Pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa pelaksanaan rujuk punya
syarat dan rukun tersendiri. Rukun rujuk hanya ada tiga, yaitu lafaz rujuk apabila
rujuk dilakukan dengan ucapan, atau bisa juga dalam bentuk perbuatan, misalnya
persetubuhan, yang kedua adalah adanya istri yang sah, dan ketiga adanya suami
yang merujuk istri. Di sini, memang tidak ada keterangan dari para ulama tentang
rukun lainnya, seperti keharusan adanya saksi dalam rujuk. Namun demikian, di
dalam perspektif hukum, para ulama masih berbeda pendapat tentang kedudukan
saksi dalam rujuk.

Menurut sebagian ulama, menyatakan bahwa hukum mendatangkan saksi
dalam rujuk adalah wajib, hal ini sebagaimana dalam salah satu pendapat mazhab
Maliki, pendapat mazhab Syafi’1 pada qaul gadim (pendapat lama), salah satu di
dalam riwayat mazhab Hanbali,?® dan merupakan pendapat mazhab Zahiri.?® Di

27 1bid.

28 [bn Qudamah, Al-Mughni Syarh Al-Kabir, (Terj: Katur Suhardi, dkk), (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2009), him. 208.

2 |bn Hazm, Al-Mufalla, Jilid 14, (Terj: Katur Suhardi, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam,
2014), him. 23.
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dalam pandangan ini, menghadirkan saksi di saat rujuk, khususnya rujuk dengan
lafaz, bukan dengan rujuk perbuatan, adalah wajib. Rujukannya mengacu kepada
QS. Al-Talaq [65] ayat 2 sebagaimana telah dikutip pada bab terdahulu. Di dalam
ayat ini, ada keterangan perintah untuk menyaksikan talak dan rujuk. Untuk itulah
sebagian ulama memandangnya wajib.

Salah seorang ulama kontemporer yang juga mewajibkan saksi di dalam
proses rujuk adalah ‘Abd Al-Wahhab Khallaf. Menurutnya, dua orang saksi yang
disebutkan secara mutlak (tidak dibarengi dengan sifat tertentu) dalam ayat terkait
transaksi muamalah maupun dalam masalah rujuk. Sebab, hikmah diwajibkannya
kesaksian pada dua masalah tersebut (masalah transaksi dan rujuk) adalah sebagai
penguatan (mencari kepercayaan) yang dikhawatirkan ada pengingkaran di dalam
persengketaan dalam rujuk. Kedua saksi dalam ayat tentang rujuk adalah dibatasi
dengan sifat adil, karena rujuk ialah salah satu hal yang perlu dilaksanakan secara
hati-hati. Penyebab yang mendasari kewajiban mendatangkan saksi pada rujuk ini
adalah mencari kepercayaan ataupun penguatan dan karena dikhawatirkan adanya
pengingkaran. Hal ini tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan adanya dua saksi
yang adil.*

Sebagian ulama lainnya memandang bahwa menghadirkan saksi di dalam
rujuk adalah dianjurkan dan sunnah, bukan wajib. Hal ini dipegang oleh sebagian
besar ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’1, dan Hanbali.®! Menurut Imamiyyah,
saksi dalam rujuk juga dianjurkan atau mustazab.®? Di dalam pandangan ini, saksi
dalam rujuk hukumnya ialah sunnah dan mustakab sesuai ketentuan QS. Al-Talaq
[65] ayat 2. Bagi mereka, perintah pada ayat ini meskipun mutlak yang seharusnya

menunjukkan makna wajib, akan tetapi memiliki dalil lain yang memalingkannya

%0 <Abd Al-Wahhab Khallaf, Al-Ijtihad fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah, (Terj: Rohidin
Wahid), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), him. 142.

31 Helmi Basri, Ushul Figh Terapan: Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam Istinbat
Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), him. 123.

32 Muhammad Jawad Mughniyyah, Figih Lima Mazhab, (Terj: Masykur A.B, dkk), Cet.
16, (Jakarta: Lentera, 2016), him. 519.
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kepada makna selain wajib. Dalil itu ialah hadis Nabi yang menyuruh Umar bin
Khattab agar memerintahkan anaknya Abdullah untuk rujuk kepada istrinya tanpa
adanya saksi.>®

Berdasarkan dua pandangan di atas dapat diketahui bahwa kedua kalangan
di antara yang mewajibkan adanya saksi dengan yang tidak mewajibkan ada saksi
dalam proses rujuk sama-sama menggunakan dalil Al-Qur’an, yaitu QS. Al-Talaq
[65] ayat 2, hanya saja mereka berbeda dalam memahami lafal redaksi perintah
mempersaksikan talak dan rujuk dalam ayat itu. Di samping itu, bagi ulama yang
memandang saksi hanya sebatas sunnah, juga didukung oleh adanya perintah dari
Nabi kepada Umar bin Khattab untuk memerintahkan kepada anaknya, Abdullah,
untuk merujuk istrinya tanpa ada keterangan wajib menghadirkan saksi di dalam
proses rujuknya. Untuk itulah, dalam masalah kesaksian di dalam rujuk ini masih

ada perbedaan pendapat ulama.

5. Ketentuan Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam

Salah satu dasar hukum bagi para hakim dalam menetapkan dan memutus
suatu permasalahan hukum perkawinan bagi umat Islam ialah Kompilasi Hukum
Islam (KHI), sebab KHI dapat digunakan sebagai dasar hukum materil bagi hakim
meskipun tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.*
KHI terdiri dari tiga buku, yaitu perkawinan, pewarisan dan perwakafan. Terkait
dengan buku perkawinan, salah satunya materi hukumnya ialah rujuk. Ketentuan
hukum rujuk dalam KHI pada dasarnya sama seperti materi hukum yang terdapat
dalam fikih sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Di sini KHI hanya sifatnya

dan bentuk materi hukumnya sudah dikodifikasi sehingga hakim tidak lagi perlu,

33 Basri, Ushul Figh Terapan..., him. 123-124.

3 Imanuddin, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Normative
Considerations Hakim Pengadilan Agama,” Jurnal Wafeya, Vol. 1, no. 2 (2020): diakses 15
September 2024., https://uin-arranry.academia.edu/IMANUDDINAB.

% Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan
dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah
Agung RI, 2011), him. 23.
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meskipun masih dapat dan dimungkinkan, merujuk kepada kitab-kitab fikih para
ulama.

Ketentuan rujuk di dalam KHI dimuat pada BAB XVIII, mulai dari Pasal

163 sampai dengan Pasal 169. Selain itu, diatur juga di dalam Pasal 10, Pasal 119,
Pasal 120 dan Pasal 161. Adapun beberapa poin yang terkait dengan rujuk dalam
KHI dapat dikemukakan berikut ini:

a. Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 10).

b. Suami tidak dapat rujuk kepada istri jika terjadi talak ba’in sughra meski
dalam masa idah (Pasal 119 ayat 1). KHI tidak menjelaskan detail tentang
maksud dan kriteria talak ba'in sughra, namun sekiranya merujuk kepada
fikih, maka ba 'in sughra ialah talak yang mengakibatkan suami tidak bisa
lagi rujuk dengan istri kecuali hal itu dilaksanakan dengan akad nikah dan
mahar yang baru.3® Talak ba 'in sughra memiliki beberapa kriteria:®’

1) Talak pertama kali namun telah habis masa idah. Jika suami menalak
istrinya pertama kali dengan talak ra; 7, maka suami masih dapat rujuk
dengan syarat masih dalam masa idah, namun ketika idah sudah habis
maka kondisinya sudah masuk ba'in sughra, suami tidak boleh rujuk
kepada istri, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.®

2) Talak kedua kali namun telah habis masa idah. Jika suami menalah si
istri untuk kedua kalinya dan masih dalam masa idah, maka ia masuk
ke dalam talak raj 7 dan suami boleh merujuknya. Namun, sekiranya
dalam masa idah tersebut suami belum juga merujuk dan bahkah lewat

masa idah, maka kondisinya sudah masuk ba’in sughra, suami tidak

% Zaitunah Subhan, Alguran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam
Penafsiran, Edisi 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), him. 227.

37 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuh, Jilid 9, (Terj: Abdul Hayyie al-
Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), him. 380-381.

% Muh. Hambali, Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan Hingga
Kematian (Yogyakarta: Laksana, 2017), him. 464.



27

boleh rujuk kepada istri kecuali dengan akad nikah serta mahar yang
baru.

3) Talak dengan kAulu’, yaitu talak tebus yang keinginan talaknya berasal
dari pihak istri. Seketika talak khuluk ini terjadi, maka dipandang ba’in
sughra, sehingga pihak suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya
kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.

4) Talak yang dilakukan suami kepada istri gabla dukhul, yaitu talak ini
terjadi saat suami belum pernah menggauli istrinya, belum menjimak
atau menyetubuhi istrinya. Seketika talak tersebut terjadi, maka masuk
dalam kategori ba 'in sughra, sehingga suami tidak boleh rujuk kepada
bekas istrinya kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.

5) Perceraian yang diputuskan oleh hakim atau fasakh.%°
Suami tidak dapat merujuk istri pada kasus talak ba'in kubra, yaitu talak
yang ketiga kalinya atau kali ketiga setelah talak pertama dan kedua secara
bertahap, bukan talak tiga sekaligus (Pasal 120). Akan tetapi, dalam fikih,
talak tiga itu ada dua versi, ada yang menyatakan talak tiga harus bertahap,
dan ada juga yang menyatakan berlaku ba’in kubra meskipun dilakukan
secara sekaligus.

. Suami tidak dapat merujuk istrinya ketika terjadi perceraian dengan jalan

khulu’ (Pasal 161). Hal ini sesuai dengan poin 2 huruf ¢ di atas yang mana

khulu’ ini termasuk ba 'in kubra.

Seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa idah (Pasal 163 ayat 1).

Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusnya perkawinan karena talak,

kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan gabla dukhul,

dan putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan

atau alasan-alasan selain zina dan khuluk (Pasal 163 ayat 1).

39 Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami..., him. 380-381.



28

g. Seorang wanita dalam idah talak raj 7 berhak mengajukan keberatan atas
kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
disaksikan dua orang saksi (Pasal 164). Artinya, rujuk suami dalam KHI
tergantung kepada kerelaan dan persetujuan istri.

h. Rujuk harus dilakukan atas sepengetahuan si istri. Jika rujuk dilakukan
tanpa sepengetahuan bekas istri, maka dapat dinyatakan tidak sah dengan
putusan Pengadilan Agama (Pasal 165).

i. Rujuk dalam KHI dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran
Rujuk. Sekiranya bukti tersebut hilang ataupun rusak sehingga tidak dapat
dipergunakan lagi maka bisa dimintakan duplikatnya kepada instansi yang
mengeluarkannya semula (Pasal 166).

Selain ketentuan-ketentuan di atas KHI juga mengatur tentang tata cara di
dalam melaksanakan rujuk. Poin-poin dalam masalah ini dapat dikemukakan pada
pembahasan berikut:

a. Suami yang hendak merujuk istri harus datang bersama-sama istrinya ke
Pegawai Pencatat Nikah ataupun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang
mewilayahi tempat tinggal suami istri, yaitu dengan membawa penetapan
tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan (Pasal
167 ayat 1).

b.  Rujuk dilaksanakan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 167 ayat 2).

c. Pegawai Pencatat Nikah, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa
dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-
syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang dilakukan
masih di dalam idah talak raj 7, apakah perempuan yang akan dirujuk itu
adalah istrinya (Pasal 167 ayat 3).

d. Suami mengucapkan rujuk dan masing-masing yang bersangkutan beserta

saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk (Pasal 167 ayat 4).
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. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan
kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk (Pasal 167 ayat 5).
Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-
masing yang bersangkutan beserta saksi- saksi, dan sehelai dikirim kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, dan juga disertai surat-surat
keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk
dan yang lain disimpan (Pasal 168 ayat 1).

. Pengiriman atas lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 hari saat sesudah rujuk
dilakukan (Pasal 168 ayat 2).

. Sekiranya lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita
acara tentang sebab-sebab hilangnya (Pasal 168 ayat 3).

Pegawai Pencatat Nikah membuatkan surat keterangan tentang terjadinya
rujuk mengirimkannya pada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya
talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing akan
diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut yang ditetapkan oleh
Menteri Agama (Pasal 169 ayat 1).

Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran
Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama pada tempat berlangsungnya
talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-
masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama
dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa
yang bersangkutan benar telah rujuk (Pasal 169 ayat 2).

. Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal
rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan

tanda tangan Panitera (Pasal 169 ayat 3).
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa materi hukum yang ada
di dalam KHI tentang rujuk umumnya berlaku sama dengan fikih, sebab ketentuan
KHI ini seluruhnya merujuk kepada ketentuan hukum Islam, dalam hal ini adalah
fikih Islam. Hanya saja, terdapat beberapa materi hukum rujuk di dalam KHI yang
menarik untuk dicermati. Pertama, adalah tentang rujuk harus dilakukan atas rida
dan persetujuan istri. Kedua, talak dilakukan harus dengan mendatangkan saksi-
saksi. Terkait dengan rida atau persetujuan istri, ulama telah bersepakat di dalam
pembahasan kitab-kitab fikihnya bahwa rujuk adalah hak prerogatif suami, atas
dasar itu tidak perlu mendapatkan persetujuan istri dan istri tidak berhak menolak
rujuk suami. Sekiranya istri menolak rujuk suami di dalam masa idah maka si istri
itu dipandang telah menyimpang dan nusyiz (membangkang). Namun, di dalam
Pasal 164, Pasal 165, dan Pasal 167 ayat 2 KHI sebelumnya, rujuk itu harus ada
persetujuan istri, dan istri juga berhak menolak rujuk suami.

Persoalan kedua adalah tentang saksi. Dalam masalah saksi ini, KHI justru
menetapkan keharusan adanya saksi dalam rujuk, hal ini ditandai dengan adanya
ketentuan bahwa pada saat surat persetujuan rujuk itu dilakukan, maka harus ada
dua orang saksi dan keduanya menandatangani rujuk tersebut. Sementara dalam
fikih, terdapat silang pendapat para ulama. Sebagian menyatakan bahwa saksi itu
wajib ada dalam rujuk, dan sebagian lain menyatakan tidak mesti ada saksi, sebab
saksi hanya dianjurkan. Ada atau tidaknya saksi tidak berpengaruh pada sah atau

tidaknya rujuk.

B. Teori Penalaran Hukum
1. Pengertian Penalaran Hukum

Teori penalaran hukum dalam Islam pada dasarnya tidak dilepaskan dari
kajian tentang ilmu Ushul Fikih, yaitu suatu ilmu yang digunakan sebagai alat dan
cara menggali hukum-hukum, mengetahui dan mengenal makna yang tersurat dan
tersirat dalam nas Al-Qur’an dan hadis. Penalaran hukum dalam istilah juga dapat

diistilahkan dengan metode istinbat al-ahkam, atau cara dalam menggali hukum.
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Teori istinbat hukum dalam Islam terkait dengan tata cara dalam memahami dan
upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya yang menjadi kehendak Allah SWT.
Kehendak syari’ (Allah) dapat ditemukan di dalam Al-Qur’an dan penjelasannya
dalam sunah. Pemahaman akan kehendak syari’ tersebut tergantung sepenuhnya
pada pemahaman ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an dan juga hadis-hadis hukum.
Usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut
oleh kalangan ulama disebut istinbar.*® Untuk memahami lebih lanjut tentang
konsep metode istinbat al-ahkam, maka perlu dijelaskan pemaknaannya dari sisi
bahasa dan istilah, kemudian dijelaskan pula bentuk atau macam-macam metode
istinbat al-ahkam dalam Islam.

Istilah istinbat al-ahkam tersusun dari dua kata yaitu iszinbat dan ahkam.
Istilah istinbat asalnya diambil dari kata al-naby, artinya air yang saat pertama kali
keluar dari sumur pada saat dilakukan penggalian. Dari pemaknaan itu kemudian
memunculkan makna lain misalnya mengeluarkan dan menjelaskan suatu yang
tidak jelas.*! Kata istinbat juga berarti ingin mengetahui kebenaran atas sesuatu.
Ini sebagaimana dipahami di dalam ketentuan QS. Al-Nisa’ [4] ayat 83 mengenai

penggunaan istilah istinbat:
it 20 U i Jsean ) 5% jjj % 13850 o 391 3 53T ks 13y
WE N ,IQMS\ 2y 4;153 SCle S A Y}J/ e W g .U\ |

Bila datang kepada mereka suatu berita terkait keamanan (kemenangan)
atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarluaskannya. Padahal, jika
mereka menyerahkannya pada Rasul dan ulul amri pemegang kekuasaan
di antara mereka tentu orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya
(akan) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ulul amri).
Sekiranya bukan karena karunia dan juga rahmat Allah padamu, tentulah
engkau mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)”
(QS. Al-Nisa’: 83).

40 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Cet. 2, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011), him. 1.

41 Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori,
Sumber Hukum dan Metode Istinbat Hukum (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), him.
260.
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Istilah (« ;Jamm) dalam ayat di atas berasal dari istilah naby, artinya upaya
menggali sumur dan mengeluarkan air.*? Imam Al-Qurtubl mengemukakan di
dalam tafsirnya bahwa makna yastanbizu dalam ayat di atas berasal dari istilah
istanbarati al-ma’ artinya mengeluar airnya. Kata naby berarti air yang terpancar
atau air yang pertama keluar dari dasar sumur pada saat digali dan ia disebut al-
naby, yaitu air yang terpancar sebab mereka mengeluarkannya dari dalam tanah.
Sedangkan istinbat di sisi etimologi bermakna al-istikhraj, yaitu mengeluarkan,
dan istilah ini berkaitan dengan ijtihad tatkala tidak terdapat lagi nash dan ijmak
ulama.®®

Istilah istinbay jika direkatkan dengan kata hukum (al-Zukm), bermakna
upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.* Istilah
ahkam merupakan bentuk plural atau jamak dari kata al-zukm, maknanya adalah
hukum, ketentuan, atau norma yang harus diikuti. Maksud al-akzkam dalam tulisan
ini ialah hukum-hukum yang ditetapkan di dalam Islam, atau di dalam istilah yang
lebih umum dipersamakan dengan fikih, fikih Islam, islamic law, ataupun hukum
Islam.* Karena itu, istinbar ahkam secara perkata dapat diartikan mengeluarkan
esensi hukum atau menggali hukum. Dalam catatan Syarifuddin, istinbat berarti
usaha pemahaman, penggalian, serta perumusan hukum dari dasar dua sumber
(Al-Qur’an dan hadis) dilakukan oleh para ulama.*®

Menurut makna istilah, dapat dikutip beberapa rumusan para ahli tentang
makna istinbat al-ahkam, di antaranya dikemukakan Shidiq, istinbat al-ahkam
ialah upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan hadis melalui jalan ijtihad.*” Arfa

menjelaskan istilah istinbar dimaknai sebagai upaya dalam mengeluarkan ma’anz

42 Ali, The Religion of Islam..., him. 96.
43 Al-Qurtubi, Jami’ li Ahkam..., him. 689.

44 Satria Effendi M. Zein, Ushul Figih, Cet. 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2017), him. 164.

45 Manan, Pembaruan Hukum..., him. 34.
46 Syarifuddin, Ushul Figh..., him. 2.

47 Sapiudin Shidig, Ushul Figh, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),
him. 159.
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(hukum) dari teks Al-Qur’an dan juga hadis dengan menggunakan upaya akal dan
kekuatan kecerdasan.*®

Proses istinbat al-ahkam pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan
upaya ijtihad. Adapun yang dimaksudkan dengan ijtihad seperti dikemukakan
oleh Khallaf yaitu mengerahkan segala upaya dalam mengerjakan pekerjaan baik
bersifat konkret ataupun abstrak. Secara istilah, ijtihad merupakan mengerahkan
kekuatan maksimal untuk sampai pada suatu kesimpulan suatu hukum syar’i yang
aplikatif dari dalil yang rinci dengan cara menggali hukum (istinbat hukm) dari
sumbernya.*®

Dalam kesempatan yang sama, ‘Abd Al-Wahhab Khallaf mengungkapkan
bahwa ijtihad merupakan kemampuan yang tertanam kuat di dalam diri seorang
mujtahid yang dengannya ia mampu melakukan penggalian hukum dari masalah-
masalah yang dihadapinya, dengan dalil-dalil hukum, sumber-sumber, illat-illat,
dan hikmahnya.*® Dengan demikian, hukum yang digali oleh para ulama melalui
Al-Qur’an dan hadis mempunyai mekanisme dan juga tata cara tersendiri yang

disebut dengan metode istinbar hukum.

2. Bentuk-Bentuk Pola Penalaran Hukum dalam Islam

Pola penalaran hukum atau penggalian hukum atau sering disebut istinbat
al-aikam adalah metode atau cara para ulama dalam menganalisis permasalahan
hukum di dalam dalil-dalil Al-Qur’an dan hadis, sampai akhirnya menyimpulkan
masalah tersebut dalam produk hukum, seperti boleh, haram, makruh, mubah dan
sunnah serta haram, disertai dengan argumentasi-argumentasi hukum. Menurut
Syarifuddin bahwa istinbat hukum sebagai usaha dan cara mengeluarkan hukum

dari sumbernya. Sumber hukum Islam pada dasarnya ada dua macam:®!

48 Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Edisi
Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 59.

4 Khallaf, Al-Ijtihad fi Al-Syari’ah..., him. 4-6 dan 62.
%0 Ibid., hlm. 4-6 dan 62.
51 Syarifuddin, Ushul Figh..., him. 1.
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a. Sumber tekstual atau sumber tertulis (disebut juga nusizs), yaitu langsung
berdasarkan teks Al-Qur’an dan Sunnah Nabi.

b. Sumber non tekstual atau sumber tidak tertulis yang disebut juga ghair al-
nusis), seperti istihsan dan giyas. Meskipun sumber hukum kedua tidak
langsung mengambil dari teks Al-Qur’an dan Sunah, tapi pada hakikatnya
digali dari (berdasarkan dan menyandar kepada) Al-Qur’an dan Sunah.
Dari pembagian di atas, pada dasarnya metode pemahaman hukum Islam

berangkat melalui pemahaman secara langsung dari pada teks disebut metode
lafziyyah (kebahasaan). Sedangkan pemahaman secara tidak langsung dari teks
Al-Qur’an dan Sunnah disebut metode ma’nawiyyah. Kedua metode itu sama-
sama digunakan dalam memahami dan merumuskan hukum Islam. Duski Ibrahim
mengemukakan bahwa garis besar metode istinbat hukum itu ada tiga, akan tetapi
pembagian yang ia buat tampak berbeda dengan ulasan di atas. la menjelaskan
tiga bentuk metode penggalian hukum dalam Islam di bawah ini:®?

a. Metode yang hanya menetapkan hukum yang berpegang pada zahir-zahir
lafaz saja dan menganggapnya sebagai sebuah media satu-satunya untuk
mengungkapkan tujuan-tujuan syari’. Memisahkan antara hukum-hukum
dan maksud-maksudnya dan tentang illat-illat-nya. Bahkan ada di antara
pendukung metode ini menafikan adanya illat bagi suatu hukum. Sejauh
itu, mereka memandang tidak baik terhadap setiap orang yang mengakui
syariat itu magalat ma’na dan juga memandang negatif terhadap orang
yang berpendapat bahwa bangunan syariat atas dasar illat dan maslahat.
Ibn Hazm ZahirT umpamanya, dalam kitabnya Al-1zkam fi Usil Al-Ahkam
dan Al-Makalla banyak memperhatikan atau menekankan hukum kepada
zahir sebuah lafaz tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan makna-
makna, arti dan juga tujuan-tujuan universal pensyariatan. Dalam salah

satu keterangannya jelas menyatakan bahwa ada larangan menggunakan

52 Duski lbrahim, Al-Qawa’id Al-Magasidiyyah: Kaidah-Kaidah Magasid (Depok: Ar-
Ruzz Media, 2019), him. 180-181.
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giyas atau analogi dalam konteks hukum,* di antaranya saat menentukan
hukum kafarat, hudid serta hukum-hukum yang lainnya di dalam agama
Islam.%*

Metode yang melampaui zahir-zahir lafaz yakni cenderung mengabaikan
dan menghilangkannya. Mereka keluar dari madlul lafaz sumber dasarnya,
untuk selanjutnya memantapkan aspek makna sebagai satu-satunya yang
dipegangi dalam istinbat hukum. Umpamanya, Imam Najmudin Al-Taff,
yang mengutamakan unsur maslahat dari inti nash-nash,>® terutama bidang
muamalat, yang diikuti ulama modern di antaranya Muhammad Abduh,
dan diikuti pula oleh banyak kalangan lainnya.

Metode moderasi, yaitu memadukan di antara dua metode di atas. Imam
Al-Qurafi mengatakan bahwa seorang ahli hukum selain memperhatikan
zahir lafaz, sangat penting juga memperhatikan makna-makna hukum, dan
tidak jumud atau vakum, sebab jumud atas pemahaman nash-nash adalah
sesat dalam agama sebagaimana yang dipahami ulama salaf terdahulu. Al-
Bukhar, salah seorang ulama Usul Figh beraliran Hanafiyyah mengatakan
bahwa pengetahuan hukum-hukum menjadi sempurna dengan mengetahui
makna-maknanya, yang dimaksud dengan makna-maknanya ialah makna-
makna kebahasaannya, makna-makna syar iyyah yang dinamakan illat-
illat. Pendapat ini menunjukkan betapa pentingnya mengambil suatu jalan
tengah dalam menetapkan hukum, tidak hanya dalam mempertimbangkan
aspek kebahasaannya tetapi juga memperhatikan aspek pemaknaan dan

tujuannya.>®

61.

%3 |bn Hazm, Nabzah Al-Kafiyah fi Ahkam Usitluddin (Beirut: Dar Al-Kutb, 1985), him.

% 1bn Hazm, Al-1hkam fi Usiil Al-Ahkam, Juz 7 (Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah, 1979),

him. 54-55.

%5 Manan, Pembaruan Hukum..., him. 67.
% |brahim, Al-Qawa’id Al-Magasidiyyah..., him. 180-181.



36

Berdasarkan uraian metode istinbat tersebut, maka dapat diketahui bahwa

para ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak terlepas dari salah satu metode

tersebut, ataupun pada keadaan tertentu, para ulama menetapkan hukum dengan

menggunakan lebih dari satu metode istinbat. Oleh karena itu, jika diperhatikan

pendapat-pendapat ulama, akan tampak bahwa salah satu di antara ketiga metode

tersebut digunakan di dalam upaya menggali hukum-hukum yang terdapat dalam
Al-Qur’an dan hadis.

Secara umum, para ulama telah membagi penalaran hukum dalam Islam

menjadi tiga metode, yaitu:®’

a. Penalaran bayanit

Penalaran bayani yaitu suatu metode dalam menggali suatu hukum
yang bertumpu kepada kaidah-kaidah kebahasaan. Misalnya, mencermati dan
menganalisis lafaz-lafaz yang digunakan dalam dalil hukum Al-Qur’an dan
hadis, misalnya lafaz umum, khusus, mutlak, hubungan atau munasabah antar
ayat, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan aspek lughawiyyah. Metode
bayant merupakan metode penalaran dan penemuan nilai hukum yaitu dengan
bertumpu kepada kaidah-kaidah kebahasaan. Metode bayani ini sering pula
disebut dengan istilah metode lughawiyyah. Secara definitif, metode bayant
merupakan satu jenis penalaran hukum dengan melihat dan juga mencermati
kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam sumber dalil hukum.*® Dalam
definisi yang lain yaitu metode penalaran hukum yang bertumpu pada kaidah-
kaidah bahasa. Formula penggalian hukum dengan cara bayani bertumpu pada
analisis teks serta tata bahasa yang ada di dalam sumber hukum. Analisis tata
bahasa ialah memahami bahasa tekstual yang tampak yang bisa dibaca, ditulis
dan juga dipahami pengertiannya. Sasaran kajian tekstual ini adalah ayat-ayat

Al-Qur’an dan hadis Rasulullah Saw yang berpangkal pada teks-teks tertulis

57 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istis/ahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul

Figh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 109.

%8 1bid., him. 19.
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dalam dua sumber hukum tersebut.>® Metode bayani juga disebut dengan term
tarigah lafziyyah, ataupun jalan penemuan hukum yang berbasis kepada lafaz-
lafaz Al-Qur’an dan hadis atau kajian semantik.%°

Penggalian hukum dengan berbasis pada kaidah-kaidah kebahasaan di
dalam Al-Qur’an dan hadis pada dasarnya mengacu kepada konstruksi teks
yang ada di dalam kedua sumber tersebut, misalnya telaah terkait apakah dalil
yang dimaksud dan hendak dicari hukumnya itu bersifat umum (‘amm) atau
khusus (khas). Begitu pula apakah bentuk lafaz yang digunakan dalam kedua
sumber itu bersifat mutlak (muzlaq) atau terikat (mugayyad), berupa perintah
(amar) ataupun larangan (nahi). Untuk itu upaya dalam memahami konstruksi
teks nash Al-Qur’an dan hadis serta menyimpulkan hukumnya disebut dengan
pola atau metode penalaran hukum bayant.
b. Penalaran ta il

Penalaran ta ’/7/7 yaitu metode penemuan hukum dalam Islam, beranjak
pada penemuan illat hukum (rasio legis, alasan kuat sehingga sebuah hukum
itu ditetapkan), salah satu caranya adalah dengan giyas, atau membandingkan
antara satu hukum yang sudah ada dalilnya dengan suatu masalah hukum baru.
Metode ta '/ili adalah metode penalaran (penemuan) hukum dengan bertumpu
pada pencarian illat (sebab ataupun ratio legis) kepada sebuah permasalahan
hukum.®* Metode ta /7/7 sering digunakan istilah metode giyasi, yaitu metode
analogi hukum terhadap masalah yang sudah ada nash dengan masalah yang
belum adanya nash karena terdapat kesamaan illat dalam hukumnya. Artinya
bahwa istinbat giyast bisa dipahami sebagai salah satu penerapan dari istinbat
ta 'lil1, karena dalam prosesnya ada upaya dalam mencari dan menemukan illat

hukum.

9 Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum
Islam dan Magqasid Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), him. 155.

80 Moh. Mufid, Ushul Figh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi,
Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 207.

61 Nasution dan Nasution, Filsafat Hukum..., him. 63.
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Salah satu bentuk pola penalaran hukum yang menggunakan penalaran
istinbat ta’lilr adalah metode analogi atau giyas, yaitu menganalogikan suatu
masalah hukum yang sudah ada landasan hukumnya dengan suatu masalah
hukum yang belum ada dalilnya.®? Hal ini karena adanya persamaan illat yang
ada pada masalah hukum baru terhadap illat hukum di dalam masalah hukum
yang telah ada dalil hukumnya. Oleh karena itu sebagian pakar hukum Islam
menyebutkan mekanisme dan metode ta ’/i/r dengan sebutan metode giyasi.5®
Meskipun begitu metode ta '/ili tidak sepenuhnya disamakan dengan metode
qiyast, sebab giyas hanya sebagai salah satu contoh dari representasi metode
ta '/ilt. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa metode ta '/ ini adalah upaya
yang dilaksanakan oleh para ulama dalam menggali dan juga menyimpulkan
hukum yang bahan dasar analisisnya adalah mencari illat hukum.

c. Penalaran istislahr

Penalaran istisl@hi yaitu penemuan hukum yang bertumpu pada dalil-
dalil umum, ketentuan umum, kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan keadilan
dan lainnya.%* Metode istis/ahi adalah metode penalaran hukum dengan upaya
melihat ada tidaknya sisi kemaslahatan pada suatu perkara atau dengan kata
lain bahwa metode istis/ahi adalah metode penalaran hukum dengan mencari
ketentuan nash dengan berdasarkan pada aspek kemaslahatan yang dicapai.®®
Menurut Mufid, metode istis/ahi ialah metode istinbat hukum yang bertumpu
dalil-dalil umum atas suatu kasus.®® Ini karena tidak adanya suatu dalil khusus
dengan tetap berpijak kepada sisi maslahat yang sesuai dengan tujuan syariat

(magqasid syart’ah), yang mencakup tiga jenis kebutuhan kemaslahatan, yaitu

82 Syarifuddin, Ushul Figh..., him. 171-177.

8 Jamal Ma’mur Asmani, Jihad Kebangsaan Kemanusiaan Nahdatul Ulama
(Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), him. 9.

8 Syarifuddin, Ushul Figh..., him. 34.

8 Amran Suadi, Abdul Manan limuan & Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 206.

8 Mufid, Ushul Figh Ekonomi..., him. 209.
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kebutuhan primer (daririyyat), kebutuhan sekunder (hajiyyat), dan kebutuhan
tersier (taksiniyyat).’

Metode istis/ahi ini bagian dari penalaran hukum yang bertumpu pada
kaidah kemaslahatan. Maslahat ialah tujuan (magasid) diberlakukannya suatu
hukum dalam Islam, oleh karena itu metode istis/a@hz ini disebut juga dengan
metode maqasidi.%®® Menurut Basri, metode istis/ahi ini berbeda dengan dua
metode sebelumnya, sebab metode bayani dan ta /ili keduanya masih berada
di dalam pusaran teks dan belum keluar dari teks itu sendiri baik dalam bentuk
memahami suatu hukum dari nash dengan pendekatan tekstual, semantik atau
kebahasaan, atau menganalogikan permasalahan hukum baru dengan masalah
hukum yang lama yang sudah ada nas hukumnya. Metode istis/ahi tidak lagi
berada dalam pusaran nash secara langsung, akan tetapi berpatokan pada nilai
kaidah maslahat yang penyimpulannya terikat dengan Al-Qur’an dan hadis.®®

Penggunaan metode istis/ahi sebetulnya bukanlah membebaskan dalil
nash sama sekali, tetapi pola penalarannya tidak secara langsung melihat teks
ayat seperti halnya dalam metode bayani dan ta /ili. Karena itulah, di dalam
polanya, metode istis/aAr ini tetap bertumpu pada Al-Qur’an serta hadis, tetapi
penumpuannya untuk melihat ayat Al-Qur’an dan hadis yang mengandung
konsep umum sebagai dalil sandarannya, misalnya dalil umum kebaikan serta
kemaslahatan yang diperintahkan dalam Al-Qur’an dan juga hadis. Ini selaras
dengan keterangan Fauzi bahwa yang dimaksudkan dengan metode istis/a@hr
ialah penalaran untuk menetapkan hukum syarak atas perbuatan berdasarkan
kemaslahatan dengan menggunakan ayat Al-Qur’an dan hadis mengandung

konsep umum sebagai dalil sandarannya.”

57 Abubakar, Metode Istis/akiah..., him. 41.
88 1pid.

8 Helmi Basri, Fikin Nawazil Empat Perspektif Pendekatan lIjtihad Kontemporer
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), him. 32.

0 Fauzi, Teori Hak, Harta, dan lIstis/aht serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 54.
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Penalaran ta’/z/7 ini selalu berpusat pada pencarian illat hukum. Berbeda
dengan penalaran bayant dan istislahi, yang keduanya merupakan di antara cara
penemuan hukum yang diakui oleh ulama di samping penemuan hukum melalui
penalaran ta/ilz. Penalaran bayani cenderung lebih mengarah kepada penelaahan
kaidah-kaidah kebahasaan, sementara penalaran istis/ahi lebih kepada penalaran
dengan bertumpu kepada dalil-dalil umum dan kemaslahatan, atau tujuan sebuah

pensyariatan hukum.’*

1 Abubakar, Metode Istis/@hiah..., him. 18.



BAB TIGA
PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG HUKUM
MENGHADIRKAN SAKSI DALAM RUJUK

A. Profil Yasuf Al-Qaradawi
Yusuf Al-Qaradawi merupakan salah seorang ulama kontemporer, punya
kapasitas keilmuan bidang hukum Islam dan diakui oleh ulama di seluruh dunia.
la lahir dengan sepenuhnya mendedikasikan diri untuk Islam. Tidak sedikit karya-
karyanya menjadi bukti perhatian mengenai penerapan hukum Islam dan keadaan
umat Islam. Kajian-kajian yang telah beliau paparkan dalam berbagai literaturnya
tidak hanya tentang hukum an sich, tetapi juga berbagai bidang ilmu Islam yang
lain misalnya Al-Qur’an dan tafsir, hadis, kemajemukan sosial masyarakat dan
tema lainnya.
1. Nama dan Kondisi Keluarga Yusuf Al-Qaradawi
Yusuf Al-Qaradawi punya nama lengkap Yusufbin ‘Abdullah bin ‘Al
bin Yasuf Al-Qaradawi.! Dalam laman aljazeera.net, nama yang dipakai ialah
Yusuf Mustafa Al-Qaradawi, adapun di dalam laman alarabiya.net digunakan
dengan Yiisuf ‘Abdullah Al-Qaradawi.? Sebutan “Al-Qaradawi” merupakan
nama keluarganya yang diambil dari sebuah daerah yang bernama Al-Qardah,
kemudian dinisbahkan kepada keturunannya. Penggunaan nama tempat lahir
di akhir nama merupakan hal yang umum dan sifatnya lumrah. Nama ulama
terdahulu seperti Imam Al-Bukhari, pengarang kitab hadis Sakih Al-Bukhart”
juga menisbatkan nama “Bukhara” tempat kelahirannya dan berlaku juga pada
nama Imam Al-Nawawi, yang menisbatkan dari nama tempat kelahirannya,

yaitu Nawa.

! Ahmad Rajafi, Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia: Telaah Kritis
Berdasarkan Metode ljtihad Yusuf Al-Qaradawi (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2013), him.
17.

’Diakses melalui: https://www.aljazeera.net/2 004/10/03/2-¢s s ill-—su 52, dan di dalam
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/gulf/2018/09/21/ - s -ld jai- - ras-ila slaa
sl tanggal 1 Oktober 2024.
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Menurut Isam Talimah,® Yasuf Al-Qaradawi dilahirkan dalam kondisi
yatim, kondisi ini membuat pamannya mengasuh Yisuf Al-Qaradawi kecil
mengantar ke tempat pengajian untuk belajar Al-Qur’an. Yusuf Al-Qaradawi
sudah memperlihatkan indikasi tanda kecerdasan rasional dan kekuatan akal
saat masih kecil, sebab sanggup menghafal Al-Qur’an seluruhnya, menguasai
pola bacaan dan tajwid yang baik pada usia belum genap sepuluh tahun.
Melalui kefasihan membaca Al-Qur’an, Yasuf Al-Qaradawi diangkat menjadi
imam oleh masyarakat di umur yang relatif muda terutama imam shalat subuh.

Yiusuf Al-Qaradawi lahir di Desa Shift Al-Turab, Mahallah Al-Kubra
Negeri Gharbiyah, tepatnya di perkampungan Al-Qardah pada Provinsi Kafru
Syaikh, Mesir,* atau Republik Arab Mesir, tanggal 9 September 1926 M, atau
bertepatan dengan tanggal 1 Rabi’ul Awal 1345 H. la dilahirkan dari keluarga
yang sederhana, ayahnya bekerja sebagai petani, keluarga ibunya sebagai
pedagang. Usia dua tahun, ayahnya meninggal, dan diikuti oleh ibunya ketika
beliau berusia 15 tahun. Bersamaan dengan penelitian ini ditulis tepatnya pada
tanggal 26 September 2022, Yisuf Al-Qaradawi berpulang ke rahmatullah, di
hari Senin waktu Qatar. Beliau meninggal pada usia 96 (sembilan puluh enam
tahun), dan dishalatkan di Doha, Qatar, tepatnya dalam Masjid Muhammad
bin Abdul Wahhab.

Beberapa catatan menyebutkan bahwa Yusuf Al-Qaradawi menikah
dengan tiga istri dengan kebangsaan berbeda. Pertama, Yasuf Al-Qaradawi
menikah dengan Is’ad Abd Al-Jawwad yang dikenal Ummu Muhammad dari
keluarga Al-Hasyimiah Husainiyah berkebangsaan Mesir. Pernikahannya
pertama ini terjadi tahun 1958 M. Dari pernikahan inilah, Yisuf Al-Qaradaw1

dikaruniai tujuh anak, terdiri atas tiga putra dan empat putri. Tiga putra beliau

3 Isam Talimah, Yisuf Al-Qaradawi: Faqih Al-Da’ah wa Da’iyah Fuqaha’, (Terj:
Samson Rahman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), him. 3.

4 Akram Kassab, Manhaj Al-Da’awi ‘Inda Al-Qaradawr, (Terj: Muhyiddin Mas Rida),
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), him. 5.
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yaitu Muhammad, Abdurrahman, dan Usamah. Empat putri beliau bernama
ITham, Siham, ‘Ala dan Asma’.> Keempat anak perempuannya lebih dahulu
lahir kemudian disusul tiga anak laki-laki. Anak-anak perempuannya dikenal
cerdas, semua mengambil jurusan eksak. Ilham (putrinya pertama Yasuf Al-
Qaradawi) memperoleh nilai tertinggi di Universitas Qatar dan meraih gelar
Doktor dalam bidang Fisika Jurusan Nuklir dari Universitas London. Siham
(anak kedua) menjadi alumnus dengan nilai tertinggi di Universitas Qatar, ia
juga mendapatkan gelar Doktor dalam bidang Biologi Jurusan Organ Tubuh
diperoleh dari Universitas Inggris. ‘Ala (putrinya ketiga) juga mendapat nilai
tertinggi dari Fakultas Biloligi Jurusan Hewan dan memperoleh gelar Master
dari Universitas Texas di Amerika di bidang Rekayasa Genetik. Asma’ (putri
yang keempat) memperoleh gelar Master di Khalij Universitas di Bahrain, dan
mengambil program Doktor Universitas Nottingham di Inggris.®

Adapun putra Yusuf Al-Qaradawi juga menempuh pendidikan tinggi.
Muhammad (putra pertama Yiusuf Al-Qaradawi) alumnus Fakultas Teknik
Jurusan Mesin Universitas Qatar, gelar Master dari Universitas Denver di
Colorado, mengambil Doktor Universitas Orlando di Florida. Abdurrahman
(anak lelaki kedua) menempuh pendidikan keagamaan pada Fakultas Syariah
dan Studi Islam, pada Jurusan Syariah dan Fikih, kemudian ia mengambil
program S2 Jurusan Ushul Fikih di Universitas Darul Ulum Kairo. Sementara
Usamah dari Fakultas Teknik Jurusan Elektro di Qatar.
2. Pendidikan dan Kiprah Yusuf Al-Qaradawi

Yusuf Al-Qaradawi pada umur yang relatif masih sangat muda telah
diasuh oleh pamannya, dan mulai menempuh pendidikan informal di surau di

desanya. Usia 7 tahun, ia masuk sekolah llzamiyah Negeri dengan berbagai

® Huzaifah ‘Abblid Mahd1 Al-Samara’1, Al-Ta’amul Al-Da’iyyah Ma’a Al-Mustajiddat
Al-Fighiyyah: Syaikh Al-Qaradawr Anmiizijan, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘llmiyyah, 2013), him.
89-90.

® Talimah, Yisuf Al-Qaradawi..., him. 20-21.
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ragam mata pelajaran umum seperti matematika, sejarah, kesehatan dan yang
lainnya. Selanjutnya Yusuf Al-Qaradawt melanjutkan pendidikan di Ma’had
Al-Azhar di Thanta dan diselesaikan selama empat tahun. Yusuf Al-Qaradawi
pindah ke Ma’had Tsanawiyah Al-Azhar Thanta di dalam waktu lima tahun.
Yusuf Al-Qaradawi sering bertemu dengan Hasan Al-Banna, adalah seorang
tokoh populer Islam saat itu.’

Pada saat Yusuf Al-Qaradawi masih muda di Mesir, terdapat larangan
terhadap keberadaan Ikhwanul Muslimin. Semua gerakan Ikhwanul Muslimin
mendapatkan kecamatan pemerintah, banyak pengikut Ikhwanul Muslimin ini
yang dipenjara, tokoh mursyid ataupun guru pertama dibunuh oleh pemerintah
Mesir saat itu, yaitu Hasan Al-Banna. Adanya pelarangan tersebut, Yusuf Al-
Qaradaw1 pindah ke Ibu Kota Kairo, kemudian masuk ke Fakultas Ushuluddin
Universitas Al-Azhar. Yiisuf Al-Qaradawi mendapat ijazah S1 di tahun 19522
Dia juga menyelesaikan pendidikan S2, mendapat kesempatan mengajar di
Fakultas Bahasa dan Satra. la kembali memperoleh ijazah S1 dari Ma’had
Dirasat Al-Arabiyah Al-°Aliyyah, kemudian tahun 1960 kembali memperoleh
gelar master dan ijazah Jurusal llmu-llmu Al-Qur’an dan Sunnah di Fakultas
Ushuluddin. Pada tahun 1973 Yiasuf Al-Qaradawl memperoleh gelar Doktor
dengan pringkat summa cumlaude dengan penelitian disertasi beliau berjudul:
Zakah wa Asaruha fi Hil Al-Masyakil Al-ljtima’iyyah (Zakat dan Pengaruhnya
dalam Memecahkan Masalah-Masalah Sosial Kemasyarakatan).® Disertasi ini
kemudian menghasilkan karya besar yang diberi judul Figh Al-Zakah. Saat ini
sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa termasuk Indonesia.

Pemikiran-pemikiran Yusuf al-Qaradawt berikut sikap keagamaan dan

keorganisasian menjadi kontroversial, sebab itu Yasuf Al-Qaradawi dipenjara

7 “Amrii ‘Abd Al-Karim Al-Sa’dawi, Qadaya Al-Mar ah fi Figh Al-Qaradawr, (Terj:
Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), him. 3-5.

8 1bid., 6-14.

® Talimah, Yisuf Al-Qaradawi..., him. 3.
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khususnya pada saat Mesir dipegang Raja Faruk, ia masuk penjara pada tahun
1949, saat umurnya masih 23 tahun karena keterlibatannya dalam pergerakan
Ikhwanul Muslimin. Setelah keluar penjara, pada April tahun 1956 Ytsuf Al-
Qaradawi kembali ditangkap saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Pada bulan
Oktober ia kembali di penjara militer selama dua tahun. Pilihannya masuk
dalam organisasi tersebut justru menjadi kontroversi dengan pemerintahan
saat itu. Materi dan isi khutbah Yasuf Al-Qaradawi juga dikenal kontroversial,
dan sempat dilarang sebagai khatib pada satu masjid daerah Zamalik.
Alasannya adalah khutbah-khutbah Yusuf al-Qaradawi dinilai menciptakan
opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.°

3. Karya-Karya Intelektual Yusuf al-Qaradawi

Yusuf Al-Qaradawi diakui sebagai seorang ulama besar yang memiliki
keluasan dan pengaruh keilmuannya, Yasuf Al-Qaradawi memperolehnya
dari beberapa ulama kontemporer yang juga terkenal dan memiliki keluasan
ilmu. Di antara ulama-ulama berpengaruh di masanya dan sempat beliau
berguru ke beberapa ulama di antaranya adalah Syaikh Hamid Abti Zuwa’il,
Syaikh Abd Al-Mutallib Al-Battah, Syaikh Muhammad Mutawalli al-
Sya’rawi, Syaikh al-Baha’ Al-Khauli, Syaikh Abd Al-Halim Mahmitd, Syaikh
Sayyid Sabiq, dan Syaikh Muhammad Al-Ghazal1.**

Yusuf Al-Qaradawt tergolong ulama yang sangat produktif di dalam
menulis. Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis di berbagai dimensi ilmu ke-
Islaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori di dalam karya-karya beliau, yaitu
figh dan ushul figh, ekonomi Islam, ilmu Al-Qur’an, Sunnah, akidah, filsafat,
figh perilaku, dakwah dan tarbiah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan

pemikiran Islam, beberapa pengetahuan Islam, serial tokoh Islam, sastra dan

0 yusuf Al-Qaradawi, Figh Al-Jikad: Dirasah Muqgaranah li Ahkamih wa Falsafatih ft
Dau’ Al-Qur’an wa Al-Sunnah, (Terj: Irfan Maulana Hakim dkk), (Bandung: Mizan Pustaka,
2010), him. xxvii.

11 Kassab, Manhaj Al-Da’awi..., him. 23-30.
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lainnya. Banyaknya kitab karya intelektual Ytsuf Al-Qaradawi tentunya tidak
cukup untuk diuraikan secara detail di dalam pembahasan ini. Untuk itu pada
bagian ini dapat dikemukakan beberapa karya intelektualnya, misalnya kitab
Min Hady Al-Islam Fatawa Mu’asirah, Halal wa al-Haram fi al-Islam, Min
Figh Al-Daulah, kitab Siyasah Al-Syar’iyyah fi Dau’ Nusis Al-Syari’ah Wa
Magqasiduha, Figh al-Zakat, Madkhal li Dirasah Al-Syari’ah Al-Islamiyyah
dan kitab Dirasah fi Figh Magasid Al-Syari’ah, Al-Ijtihad fi Al-Syari’ah Al-
Islamiyyah.

B. Pola Penalaran Hukum Yisuf al-Qaradawi dalam Menetapkan Hukum
Menghadirkan Dua Orang Saksi dalam Proses Rujuk

Rujuk atau kembalinya suami pada mantan istrinya pada waktu idah talak
raj ' merupakan syariat yang diperkenankan oleh syariat Islam. Rujuk ialah salah
satu hak yang ditetapkan Allah Swt kepada suami. Menurut Yasuf Al-Qaradawi,
rujuk merupakan salah satu konsekuensi dari adanya talak. Talak adalah hak para
suami dan ia juga berhak merujuknya. Setelah terjadinya talak, tidak memutuskan
tali pernikahan untuk selamanya. Ada kesempatan bagi suami untuk merujuk istri
dalam masa-masa idahnya, dan kembali menceraikannya untuk kali kedua hingga
kali ketiga, sampai si istri tidak lagi dapat dirujuk kecuali ketika ia sudah menikah
lagi dengan laki-laki lain.*? Intinya bahwa perceraian karena talak belum menjadi
alasan terpisahnya hubungan suami istri, sepanjang masa idah si istri masih ada.

Para ulama sepekat tentang hukum rujuk. Namun, permasalahan di dalam
konteks hukum adalah apakah menghadirkan saksi wajib pada saat proses rujuk
atau tidak. Dalam konteks ini, sebagian ulama memandang bahwa saksi di dalam
proses rujuk adalah wajib, salah satunya dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradawi.
Menurut Yusuf Al-Qaradawi, keberadaan saksi dalam rujuk sangatlah penting. Di

dalam pendapatnya dinyatakan bahwa kehadiran saksi adalah wajib akan tetapi ia

2 yiisuf Al-Qaradawi, Markaz Al-Mar ‘ah fi Al-Hayah Al-Islamiyyah (Yordania: Dar Al-
Furqan, 1996), him. 109.
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bukan termasuk syarat sah rujuk, meskipun kehadirannya wajib untuk dipenuhi.
Hukum wajib keberadaan saksi di dalam rujuk tidak lantas menjadikan dua saksi
tersebut sebagai syarat sahnya rujuk. Hukum “wajib” menghadirkan saksi hanya
berimplikasi pada berdosa tidaknya pelaku, bukan sah tidaknya perbuatan rujuk

itu sendiri.'® Kaitan dengan ini Yiisuf Al-Qaradaw1 menyatakan sebagai berikut:
P T W PR (N B o (R P WO [ P DS PR PRSI -+
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Allah memerintahkan persaksian dalam rujuk atau pada saat melepaskan.
Karena, setiap perintah yang terkandung dalam Al-Qur’an asal hukumnya

adalah wajib, selama tidak ada hal yang menggantikannya menjadi hukum

lain seperti sunnah dan lainnya. Saya tidak mengetahui sebab dan alasan
orang-orang yang mengganti kewajiban adanya persaksian dalam masalah

ini menjadi perkara sunnah. Saya belum menemukan sesuatu yang dapat
mengalihkan hukumnya dari wajib menjadi sunnah.

Keterangan ini mempertegas posisi Yusuf Al-Qaradawi saat menetapkan
hukum dan pentingnya keberadaan saksi dalam proses rujuk. Persaksian di dalam
proses rujuk sama seperti hukum kesaksian dalam kasus muamalah secara umum
yaitu harus dua orang dengan syarat adil. Menurut Yasuf Al-Qaradawi, kewajiban
menghadirkan saksi dalam rujuk didasarkan kepada QS. Al-Talaq ayat 2:
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Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka

secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah

dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan

kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-
orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa

13 Al-Qaradawi, Min Hadi Al-Islam..., him. 460-461.
1% 1bid., him. 356.
15 Kementerian Agama, Al-Qur ’an dan Terjemahannya, him. 208.
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yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar
baginya.

Bagi Yusuf Al-Qaradawi, perintah Allah Swt agar mempersaksikan rujuk
dalam QS. Al-Talaq ayat 2 menunjukkan perintah wajib. Setiap perintah yang
terkandung dalam Al-Qur’an asal hukumnya wajib, sepanjang tidak adanya dalil
yang lain yang dapat menggantikannya menjadi hukum lainnya seperti sunnah
dan lainnya. la juga menyatakan bahwa kedudukan pentingnya saksi rujuk sama
dengan saksi dalam talak. Saksi yang menyaksikan rujuk harus adil, sebagaimana
juga berlaku dalam masalah perdata umum lainnya.®

Pola penalaran Yisuf Al-Qaradawi di dalam menetapkan dua saksi dalam
proses rujuk seperti tersebut di atas cenderung menggunakan metode telaah teks
kebahasaan, atau dikenal dengan metode bayani. Metode bayani merupakan satu
metode penalaran hukum dalam Islam dengan penekanannya pada analisis kaidah
bahasa yang digunakan di dalam nash. Dalam hal ini, kaidah bahasa yang menjadi
tumpuannya adalah lafaz perintah atau lafaz amar yang terdapat di dalam ayat di
atas. Makna amar adalah:

s are of g o2 eV & by Bl oo o (Y1 ) SV e Jadl) b
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Suatu tuntutan untuk mengerjakan (atau berbuat sesuatu) dari yang lebih

tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya, atau suatu

lafaz yang digunakan orang yang lebih tinggi derajatnya untuk meminta
bawahannya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak.

Dalam hal ini amar atau perintah yang terdapat di dalam Al-Qur’an adalah
perintah Allah Swt selaku pencipta (kkaliq) terhadap hamba yang diciptakan-Nya
(makhliig). Dalam konteks lafaz amar yang terdapat dalam QS. Al-Talaq ayat 2,

perintah mempersaksikan rujuk dengan dua orang saksi dan perintah menegakkan

8 Yusuf Al-Qaradawi, Madkhal li Dirasah Al-Syart’ah Al-Islamiyyah, (Terj: Ade Nurdin
dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), him. 174.
7 lbrahim Abdur Rahman, ’llm Ushul Al-Figh Al-Islami, (Beirut: Dar Al-Tsagafah,

1999), him. 159; Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Figh, Cet. 2, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2014), him. 131.
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persaksian adalah amar atau perintah Allah Swt kepada para suami yang hendak
merujuk istri yang telah ia ceraikan. Lafaz amar yang ada di dalam QS. Al-Talaq
ayat 2 ada dua, yaitu lafaz asyhidii (saksikanlah), serta lafaz agimii (tegakkanlah).
Lafaz asyhidii (saksikanlah) bermakna perintah atau amar untuk mempersaksikan
talak dan rujuk, sementara itu lafaz agimai (tegakkanlah) bermakna perintah untuk
menegakkan (kesaksian) dalam talak dan rujuk. Lafaz amar dalam Alquran atau
hadis secara umum harus dimaknai sebagai perintah wajib. Hal ini selaras dengan
kaidah hukum berikut ini:

e of 2Ly of Cadl 1 Y chie ) A Yely Cpgdl Y1 3 oY)

Hukum asal dalam perintah adalah wajib, kecuali ada garinah atau alasan
yang memalingkan makna lafaz amar tersebut pada sunnah, atau mubah
(boleh), atau selainnya.

Makna kaidah di atas menunjukkan bahwa perintah apa pun yang datang
dari Allah Swt atau dari Nabi Saw harus ditaati oleh semua orang, dan wajib untuk
dilaksanakan. Kecuali ada garinah (alasan) yang menjadi penyebab berubahnya
hukum wajib tersebut kepada sunnah, mubah atau hukum yang lainnya. Yisuf Al-
Qaradawi menilai bahwa lafaz asyhidi-aqimi merupakan lafaz amar yang berarti
mengandung makna wajib, yaitu wajib untuk mempersaksikan rujuk dengan dua
orang saksi, dan wajib untuk menegakkan kesaksian tersebut. Yusuf Al-Qaradaw1
tidak melihat adanya garinah atau alasan yang menyebabkan berpindahnya lafaz
amar tersebut pada makna sunnah ataupun mubah.

Makna wajib dalam konteks lafaz amar ialah perintah apa pun yang datang
dari Allah Swt yang ditetapkan dalam teks Al-Qur’an, atau dari Nabi Saw melalui
hadis-hadisnya harus ditaati oleh semua muslim, serta wajib untuk dilaksanakan.
Makna wajib di sini adalah diberi pahala jika mengerjakan dan akan berdosa jika

meninggalkan.

S Olanll gty el Ol gming A an ol

Wajib adalah sesuatu yang layak diberi pahala bagi yang mengerjakannya,
dan sesuatu yang layak diberi balasan dosa bagi yang meninggalkannya.
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Terkait dengan kedudukan lafaz amar ini Yasuf Al-Qaradawi menyatakan
bahwa tiap kata yang digunakan oleh syariat memiliki makna sendiri, hukumnya
sendiri, dan konsekuensinya sendiri. Dasar dari perintah (amar) terutama di dalam
Al-Qur’an, ialah wajib, dasar dari larangan adalah haram, dasar dari berita adalah
benar, dan dasar dari perkataan adalah lugas, dan tidak ada ruang untuk penafsiran
atau kesalahan penafsiran.’® Dalam konteks ini, aspek yang umum dipahami oleh
kalangan ulama adalah setiap lafaz amar semuanya bermakna wajib, setiap lafaz
nahyi semuanya bermakna haram, kecuali ada dalil yang membelokkan hukum-
hukumnya.*®

Setiap lafaz yang terdapat dalam Al-Qur’an maka maknanya harus sesuai
dengan lafaz tersebut, termasuk ketika ada lafaz perintah dalam Al-Qur’an maka
maknanya adalah wajib atau dituntut untuk dilaksanakan. Namun, lafaz perintah
boleh jadi dipalingkan maknanya menjadi sunnah sekiranya muncul alasan, dalil
yang memalingkannya. Hal ini yang diakui oleh Yasuf Al-Qaradawi sebagaimana
dalam komentarnya terhadap ketentuan QS. Al-Talaq ayat 2 terdahulu, di mana
perintah Allah Swt untuk mempersaksikan rujuk dalam QS. Al-Talaq ayat 2 di
atas menunjukkan perintah wajib. Setiap perintah yang terkandung di dalam Al-
Qur’an asal hukumnya adalah wajib, sepanjang tidak terdapat dalil yang lain yang
dapat menggantikannya menjadi hukum lainnya seperti sunnah dan lainnya.

Kewajiban menghadirkan dua saksi tidak berimplikasi pada sah tidaknya
rujuk. Sekiranya rujuk dilakukan tanpa saksi, maka rujuk dipandang tetap sah tapi
pelakunya berdosa. Eksistensi “hukum wajib” ialah untuk menentukan seseorang
supaya melaksanakan sesuatu, dan akan diberikan pahala sekiranya perbuatan itu
dilakukan. Namun eksistensi “syarat’” adalah untuk menentukan apakah perbuatan

seseorang itu sah atau tidak, sehingga suatu syarat harus atau wajib dipenuhi agar

18 Yiisuf Al-Qaradawi, Al-Takzir min Al-"Urf Al-Khati’ wa Al-Khida’ Al-Lafzi (Beirut:
Maktabah Wahbah, 2013), him. 43.

B yisuf Al-Qaradawi, Taisir Al-Figh lil Muslim Al-Mu’asir fi Dau’ Al-Qur’an wa Al-
Sunnah (Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 2001), him. 70.
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dipandang sah. Untuk itu, dapatlah dikatakan bahwa sesuatu yang wajib itu tidak
mesti menjadi syarat, tetapi sesuatu yang menjadi syarat itu wajib untuk dipenuhi.
Dalam konteks kesaksian dalam rujuk, Yusuf Al-Qaradawi berpandangan bahwa
hukum menghadirkan dua orang saksi itu adalah wajib, sehingga akan berpahala
bagi orang yang melaksanakannya dan akan berdosa bagi yang meninggalkannya.
Akan tetapi, eksistensi dua orang saksi tidaklah berpengaruh kepada sah tidaknya
rujuk. Sebab, saksi menurut Yusuf Al-Qaradawi bukanlah syarat sah rujuk, tetapi
hanya wajib dihadirkan dan akan mendapatkan pahala bagi pelakunya. Jika saksi
tidak ada, maka rujuk tetap dipandang sah, namun suami berdosa karena perintah
menghadirkan saksi itu tidak ia lakukan.

Logika tersebut dapat dianalogikan dengan hukum talak saat istri sedang
suci dari haid. Para ulama memandang bahwa suami yang ingin menalak istrinya
wajib dilakukan saat istri sedang suci. Jika suami menalak istrinya saat haid, maka
haram hukumnya. Apabila suami tetap menalak istri di saat haid, maka talaknya
sah namun suami dipandang berdosa. Jadi, kondisi suci bukanlah menjadi syarat
sahnya talak. Demikian juga logika hukum pada kasus menghadirkan dua orang
saksi. Yusuf Al-Qaradaw1 memandang bahwa suami yang ingin merujuk istrinya
wajib menghadirkan dua orang saksi. Jika suami merujuk istri tanpa ada dua saksi
maka haram hukumnya. Apabila suami tetap merujuk istri tanpa ada saksi, maka
rujuknya sah namun suami dipandang berdosa. Jadi, keberadaan dua orang saksi
bukanlah menjadi syarat sahnya rujuk.

Yusuf Al-Qaradawi sendiri mengakui adanya perbedaan pendapat tentang
kesaksian dalam rujuk. la juga menyebutkan bahwa jumhur fukaha berpendapat
bahwa saksi dalam talak dan rujuk tidak wajib melainkan mustahab atau sunnah.?
Namun, bagi Yasuf Al-Qaradawi sendiri heran mengenai banyaknya ulama yang
menyatakan hukum saksi dalam rujuk hanya sebatas sunnah, padahal sangat jelas
bahwa lafaz perintah dalam QS. Al-Talaq ayat 2 menunjukkan makna wajib, dan

2 yisuf Al-Qaradawi, Figh Al-Usrah wa Qadaya Al-Mar ah (Damaskus: Dar Syamiyah
Turkiyya, 2017), hlm. 297-298.
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tidak ada alasan, dalil ataupun sebab yang memalingkan atau memindahkannya
kepada makna tersebut.?

Menurut Yasuf Al-Qaradawi, QS. Al-Talaq ayat 2 terkait dengan perintah
untuk menegakkan kesaksian,?? yang kesaksian ini wajib diberikan dengan adil.
Artinya, Allah Swt memerintahkan keadilan dalam persaksian sehingga seseorang
itu tidak bersaksi kecuali apa yang ia ketahui, tidak menambah dan mengurangi,
tidak memutarbalikkan dan tidak mengubah sesuatu yang sebenarnya ia lihat dan
ia ketahui.?® Kaitan dengan persaksian dalam rujuk, juga dilakukan dengan saksi
yang adil, dan persaksian tersebut menurut Yasuf Al-Qaradawi adalah wajib. Di

dalam salah satu pendapatnya dinyatakan sebagai berikut:
o ke Co ety Leanly 3] dan Sl BLA pDely ety ) e sles YU
Lealad —abl ol L™= ol (3 COUTI3B copd n loll i Dogiuy gl 3~
— 4y &) J.,J W eds— o) B jT C,..>-J.>-T 1309 ¢ jsumrrs ‘_;'.3«19 JAT U
Sl Pl o g Sl wad eyl St Y1 # ol Y Leadlels
Persaksian di dalam rujuk adalah wajib, dan memberitahu istri ketika mau
dirujuk juga wajib. Karena, keduanya akan mempengaruhi hak-hak suami
dan gugurnya hak-hak istri sekiranya kawin dengan orang lain. Sekiranya
istri ada di rumahnya (seperti perintah Allah), maka dia akan mengetahui
dengan mudah tentang rujuk tersebut. Tapi sekiranya istri sudah berada di
luar rumah (dengan menyalahi perintah Allah), maka wajib bagi seorang
suami untuk memberitahukan istrinya bahwa ia rujuk kepadanya. Apabila

persaksian dan juga pemberitahuan berjalan dengan baik, maka tidak akan
terjadi satu problem seperti yang diadukan tersebut.

Yasuf Al-Qaradawi juga menjelaskan bahwa rujuk yang dilakukan oleh
pihak suami idealnya didaftarkan ke pengadilan dan pemberitahuannya melalui

pengadilan. Ini dilakukan untuk menjaga hak-hak suami dan istri pasca terjadinya

2 Ibid.

2 viasuf Al-Qaradawi, Malamih Al-Mujtama’ li Muslim Allazi Nasyuduh (Kairo:
Maktabah Wahbah, 2012), him. 129.

2 |bid.

% viisuf Al-Qaradawi, Min Hadi Al-Islam..., him. 461.
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talak dan rujuk. Pendaftaran rujuk di samping memenuhi aspek administratif juga
untuk memberikan kepastian hukum kepada masing-masing pasangan terhadap
hak dan kewajiban suami istri. Dalam keterangannya, Al-Qaradawi menyatakan
sebagai berikut:

Saya berpendapat sebaiknya rujuk didaftarkan kepada pengadilan dan istri
diberitahu lewat pengadilan itu. Ini adalah menjadi sangat penting dalam
perkara talak dan perkawinan demi menjaga hak-hak di antara suami dan
istri. Hal seperti ini yang berlaku di Mesir dan negara-negara lainnya.?

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa saksi dalam rujuk
menurut Yasuf Al-Qaradawi adalah wajib, dan tidak ada dalil yang menunjukkan
adanya pembelokan makna kepada sunnah dan lainnya. Dasar hukum yang
digunakan Yasuf Al-Qaradawi adalah ketentuan QS. Al-Talaq ayat 2, sementara
pola penalaran yang digunakan Yusuf Al-Qaradawi yaitu penalaran bayant, atau
penalaran hukum dengan bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan. Pola bayant
yang digunakan Yusuf Al-Qaradawi tampak pada saat ia menafsirkan/memahami
lafaz amar pada redaksi asyhidii dan aqgimi di dalam QS. Al-Talaq ayat 2.

Bagi Yusuf Al-Qaradawi, landasan pokok yang penting dalam mengetahui
maksud perintah atau larangan syariat adalah pada teksnya. Sehingga hukum hasil
ijtihad terhadap satu masalah menjadi hukum yang benar. Karena, maksud syariat
jika masuk ke dalam perintah ia menjadi wajib atau sunnah, ke dalam larangan ia
menjadi haram dan atau makruh, ke dalam hal selain keduanya menjadi halal dan
mubah.?® Di sini, maksud perintah memang mempunyai dua kemungkinan, yaitu
bisa merujuk kepada makna wajib dan bisa sunnah. Hanya saja, di dalam masalah
perintah mempersaksikan rujuk, Yusuf Al-Qaradawi justru menilai bahwa makna
amar (perintah) menghadirkan dua orang saksi di dalam rujuk adalah wajib, dan
tidak ada dalil yang memalingkan maknanya pada sunnah.

% 1bid.

% viasuf Al-Qaradawi, Dirasah fi Figh Magasid Al-Syari’ah Baina Magasid Al-
Kulliyyah wa Al-Nuszs Al-Juz’iyyah, 1, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3 ed. (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2018), him. 160.
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C. Relevansi Pendapat Yisuf Al-Qaradawi Tentang Hukum Menghadirkan
Dua Orang Saksi dalam Proses Rujuk dengan Ketentuan KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu regulasi hukum dan
menjadi bahan hukum materil bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan
kasus-kasus hukum perkawinan di Indonesia. Salah satu materi hukum yang ada
dalam KHI adalah ketentuan mengenai rujuk suami. Dilihat dalam konteks hukum
di Indonesia, khususnya ketentuan dimuat dalam KHI, tepatnya “Bagian Kedua”
dijelaskan terkait tata cara di dalam pelaksanaan rujuk. Ketentuan rujuk yang ada
dalam KHI memuat materi hukum tentang keharusan adanya saksi dalam proses
rujuk. Pasal 167 ayat (4) KHI mengatur bahwa:

“Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bursa-
ngkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk”.

Selanjutnya, pada Pasal 168 ayat (1) KHI dinyatakan bahwa:

“Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan pembantu pegawai pencatat nikah
daftar rujuk dibuat rangkap dua, diisi dan ditandatangani oleh masing-
masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada
pegawai pencatat nikah yang mewilayahinya, disertai dengan surat-surat
keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk
dan yang lain disimpan”.

Dalam kedua pasal di atas, dijelaskan bahwa salah satu prosedur, tata cara
dan ketentuan dalam proses rujuk adalah dengan menghadirkan dua orang saksi.
Kedua saksi tersebut ikut menandatangani berkas rujuk. Terkait dengan apakah
keberadaan saksi saat rujuk merupakan syarat sahnya rujuk atau tidak, maka KHI
tidak mengaturnya secara rinci. Tampaknya, KHI hanya menetapkan keharusan
adanya saksi di dalam rujuk, tetapi tidak menjadikan keberadaan saksi itu sebagai
syarat sahnya rujuk. Syarat sahnya rujuk dalam KHI justru tidak dijelaskan secara
rinci. KHI hanya menyebutkan bahwa pegawai pencatat nikah harus memeriksa
apakah suami yang hendak rujuk itu memenuhi syarat rujuk dalam fikih ataukah
tidak. Hal ini bisa dipahami dari ketentuan Pasal 167 KHI ayat (3), yang mengatur
bahwa pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa,

menyelidiki, apakah suami yang akan merujuk tersebut memenuhi syarat-syarat
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merujuk menurut hukum munakahat atau tidak. Dalam hal ini, KHI menetapkan
aturan syarat-syarat sahnya rujuk harus mengikuti ketentuan dalam fikih. Artinya
KHI sendiri tidak menjelaskan lebih jauh mengenai syarat sahnya rujuk, dan tidak
pula menjelaskan apakah keberadaan saksi itu sebagai syarat sah rujuk atau tidak.
Yang diatur dalam KHI hanya tuntutan untuk menghadirkan saksi di ketika proses
penandatanganan berkas rujuk.

Dalam pandangan Yusuf Al-Qaradawi, keberadaan saksi di dalam proses
rujuk juga tidak dinyatakan secara jelas apakah termasuk sebagai syarat sah rujuk
atau tidak. Namun, hal terpenting dalam konteks ini adalah Ytsuf Al-Qaradawi
menilai keberadaan saksi wajib, konsekuensi dari hukum tersebut ialah sekiranya
rujuk tidak disertakan adanya saksi, maka suami berdosa, tetapi rujuknya dinilai
tetap sah. Sebab, keberadaan saksi bukan sebagai syarat sahnya rujuk. Bagi Ytsuf
Al-Qaradawi, rujuk diperlukan dengan memenuhi ucapan rujuk dari suaminya,
seperti dalam pernyataan: “Aku telah mengembalikanmu ke dalam ikatanku”, atau
“Aku telah mengembalikanmu”, “Aku telah menahanmu”. Dalam hal ini, Yasuf
Al-Qaradawi menilai tidak perlu ada kabul atau pernyataan menerima dari pihak
istrinya, sebab rujuk merupakan hak prerogatif suami sebagaimana hak talak yang
dimilikinya. Yasuf Al-Qaradawi juga menyatakan rujuk dapat dilakukan dengan
perbuatan, seperti tindakan mencium, bersentuhan dan semisalnya, hingga kepada
tindakan berjimak. Hal tersebut sudah dipandang sah rujuknya.?” Jadi, syarat sah
rujuk dan rukun rujuk adalah adanya pernyataan rujuk dari suami atau perbuatan
menggauli atau sejenisnya. Di sini, tidak disebutkan bahwa saksi itu sebagai suatu
syarat sah rujuk, dan bukan pula rukun rujuk. Meskipun begitu, keberadaannya di
dalam proses rujuk sangat penting, nilai hukumnya menurut Yasuf Al-Qaradawi
adalah wajib,? Jika suami meninggalkan kewajiban ini maka ia dipandang sudah

berbuat dosa meski rujuknya tetap dianggap sah tanpa ada saksi. Bagi Yasuf Al-

27 Yasuf Al-Qaradawi, Figh Al-Usrah..., him. 298-299.
28 1bid., him. 298.
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Qaradawi, saksi hanyalah sebagai pihak yang menyaksikan kebenaran telah rujuk,
dan keberadaan saksi ini akan mempengaruhi hak-hak suami dan gugurnya hak-
hak istri sekiranya ia menikah dengan laki-laki lain.?® Hak-hak suami ini misalnya
hak suami untuk kembali ditaati oleh istri yang sudah dirujuk, hak suami tentang
pemenuhan seksualitas, dan hak-hak suami yang lainnya yang telah ditetapkan di
dalam syariat Islam.

Keberadaan saksi dalam rujuk sebagaimana ketentuan KHI di atas secara
umum memberi suatu gambaran tentang pengakuan hukum positif Indonesia atas
saksi dalam rujuk. KHI menilai pentingnya saksi dan pada saat rujuk dilaksanakan
harus pula ditandatangani oleh dua orang saksi yang adil. Sekiranya ketentuan ini
dikaitkan dengan pandangan Yusuf Al-Qaradawi sebelumnya, maka antara kedua
hal di atas memiliki relevansi dan kesesuaian. Yusuf Al-Qaradawi menilai penting
keberadaan saksi, bahkan dilihat dari aspek nilai hukum justru dipandang wajib.
Kewajiban ini sejalan dengan adanya perintah Allah Swt untuk mempersaksikan
proses talak dan rujuk sebagaimana ditetapkan dalam QS. Al-Talaq ayat 2 seperti
telah dikutip sebelumnya.

Keberadaan saksi dalam proses rujuk yang diatur dalam KHI tampaknya
untuk menegaskan bahwa antara suami istri yang sudah bercerai benar-benar telah
kembali dalam pernikahannya semula. Ketentuan adanya penandatanganan saksi-
saksi dalam KHI adalah ketentuan yang mengikat, sehingga setiap terjadi proses
rujuk yang ada di tengah-tengah masyarakat haruslah disaksikan oleh dua orang,
dan saksi tersebut ikut menandatangani tentang kebenaran telah dilaksanakannya
rujuk. Ini tentu bersesuaian dan relevan dengan pandangan Yasuf Al-Qaradawi
terdahulu. Yasuf Al-Qaradawi memang tidak menyatakan perlunya tanda tangan
dari saksi, akan tetapi dari pendapatnya tentang kewajiban adanya saksi dan harus
pula didaftarkan ke pengadilan menunjukkan aspek persamaan yang cukup jelas

antara kedua norma hukum tersebut. Bagaimanapun keberadaan saksi ini nantinya

2 Yisuf Al-Qaradawi, Min Hadi Al-Islam..., him. 461.
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menjadi pihak yang dapat memberikan keterangan tentang kebenaran rujuk, serta
hak-hak keperdataan antara suami istri yang telah bercerai tersebut kembali dapat
dituntut dan dijalankan, misalnya kewajiban tentang nafkah suami kepada istrinya
dan ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga pada
umumnya.

Penalaran hukum digunakan oleh Yaisuf al-Qaradawi yang menyimpulkan
saksi wajib ada dalam proses rujuk tentu memiliki dasar tersendiri, bahkan sesuai
dengan konsep penalaran bayani, yaitu merujuk kepada tekstual Al-Qur’an secara
langsung. Selain itu, aspek kemaslahatan juga tampak bersinggungan dengan pola
penalaran yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Sebab menurut Yasuf Al-
Qaradawt adanya saksi dalam proses rujuk menjadi penguat adanya keterikatan
hak di antara pasangan suami istri yang rujuk itu. Sekiranya dilihat dalam konteks
KHI, maka adanya saksi ini pada dasarnya merujuk pada pandangan-pandangan
ulama fikih yang mengharuskan kesaksian, apalagi dalam nash Al-Qur’an sendiri
memuat adanya perintah untuk mendatangkan saksi dalam proses talak dan rujuk
secara sekaligus.

Materi-materi hukum yang ada dalam KHI, termasuk materi hukum terkait
rujuk pada dasarnya bukanlah aturan yang murni ditetapkan oleh pemerintah yang
tanpa dasar. Tetapi, pembentukannya itu dilakukan dengan studi banding terkait
pendapat-pendapat ulama lintas mazhab yang terdapat dalam berbagai kitab fikih
para ulama, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’l, maupun mazhab Hanbali. Hal
ini menandakan bahwa materi hukum KHI ini murni diambil dari produk-produk
fikih ulama mazhab mengenai konsep rujuk. Atas dasar itulah, keharusan adanya
sanksi dalam proses rujuk dengan proses penandatanganan saksi sebagaimana di
dalam Pasal 167 ayat (4) dan Pasal 168 ayat (1) KHI yang telah dikutip terdahulu
relevan dengan pandangan Yusuf Al-Qaradawi yang mewajibkan adanya saksi di
dalam proses rujuk.

Sejauh analisis terhadap pandangan Yusuf Al-Qaradawi dan materi pasal

dalam KHI sebelumnya, dapat diidentifikasi tiga aspek yang relevan, yaitu terkait
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aspek mengenai kemestian adanya saksi dalam proses rujuk, mengenai tujuan dari
adanya saksi dalam rujuk, dan mengenai kedudukan saksi sebagai syarat ataupun
bukan syarat sahnya proses rujuk. Tiga aspek ini dapat dianalisis sebagai berikut:
1. Mengenai kemestian/keharusan adanya saksi dalam proses rujuk. Dilihat
dari aspek keharusan atau kemestian adanya saksi dalam rujuk, pendapat

Yisuf Al-Qaradawi maupun materi hukum Pasal 167 dan Pasal 168 KHI
sama-sama menetapkan bahwa saksi itu mesti ada dalam rujuk. Pendapat

Yusuf Al-Qaradawi bahkan menyatakan saksi wajib dalam rujuk. Akibat

atau konsekuensi dari rujuk yang tidak disertakan dengan saksi membuat

si suami dipandang berdosa. Jadi, jelaslah bahwa dalam pandangan Yisuf
Al-Qaradawi, saksi dalam proses rujuk adalah sesuatu yang mesti dan juga

harus ada. Adapun dalam KHI, memang tidak disebutkan kemestian serta
keharusan adanya rujuk, tetapi sekiranya dipahami secara mendapat bunyi

Pasal 167 dan Pasal 168 KHI sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa

saksi dalam proses rujuk juga menjadi sesuatu yang harus ada dan mesti

ada dalam proses rujuk. Sebab, KHI sendiri telah menetapkan proses rujuk

itu dilaksanakan dengan mendatangkan dua orang saksi dan kedua saksi

ini juga ikut menandatangani proses rujuk suami. Keharusan adanya tanda

tangan dari saksi tersebut memberi sebuah penegasan hukum bahwa KHI

juga memuat keharusan/kemestian adanya saksi di dalam rujuk. Mau atau
tidaknya si suami atau mantan istri tidak berpengaruh terhadap keberadaan

saksi. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) melalui pegawainya
(pegawai pencatat nikah atau PPN) juga dibebani tanggung jawab untuk
memenuhi amanah Pasal 167 dan Pasal 168 KHI. Lembaga ini hanya bisa
membuat buku pendaftaran rujuk dan menyerahkannya kepada pasangan

suami istri sekiranya dalam buku pendaftaran tersebut sudah adanya tanda

tangan dari para saksi. Untuk itulah, dilihat dari kemestian atau keharusan
adanya saksi di dalam proses rujuk, maka jelaslah ada relevansi pendapat

Yiasuf Al-Qaradawi dengan ketentuan KHI.
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2. Mengenai tujuan saksi dalam proses rujuk. Tujuan saksi di dalam semua
akad muamalah, termasuk dalam akad pernikahan, dan dalam proses rujuk
adalah sebagai salah satu bukti bahwa antara suami dan istri memang telah
saling rujuk. Pendapat Yasuf Al-Qaradawi tersebut juga telah dijelaskan
dalam kitabnya Al-Fatawa Mu’asirah, bahwa tujuan saksi di dalam rujuk
dan talak adalah untuk memastikan bahwa keduanya telah rujuk, selain itu
untuk menjaga sekaligus menetapkan kembali hak dan kewajiban di antara
keduanya. Demikian juga dalam KHI, di mana KHI ini adalah salah satu
regulasi yang ada di Indonesia yang tujuan pengaturannya ialah untuk bisa
tertib administratif, tertib hukum, dan demi menjaga hak dan menetapkan
kewajiban bagi masyarakat. Artinya, pengaturan keharusan adanya saksi
dan penandatanganan saksi dalam proses rujuk yang ditetapkan KHI ialah
sebagai materi hukum untuk tujuan tertib administrasi, tertib hukum, serta
menetapkan hak dan kewajiban kepada pasangan suami istri yang awalnya
bercerai kemudian kembali lagi dalam ikatan pernikahan yang sah. Atas
dasar itu, ada relevansi antara pendapat Yasuf Al-Qaradawi dan KHI.

3. Mengenai kedudukan saksi sebagai syarat dalam proses rujuk. Mengenai
aspek ini, di antara pandangan Yisuf Al-Qaradawi maupun materi hukum
di dalam KHI sama-sama tidak menetapkan bahwa saksi itu sebagai syarat
sahnya rujuk. Tapi keduanya (antara pendapat Yusuf Al-Qaradawi dengan
materi hukum KHI) memandang perlu dan harus ada saksi dalam proses
rujuk. Sehingga, aspek ini juga punya relevan dan kesesuaian. Bagi Yasuf
Al-Qaradawi, saksi adalah wajib dan mesti ada dalam rujuk, tetapi hukum
wajib adanya saksi ini bukanlah menjadi syarat sahnya rujuk. Sebab, bagi
Yusuf Al-Qaradawi, rujuk tanpa saksi tetap sah, namun suami dianggap
telah berdosa sebab tidak menjalankan “amar” Allah dalam QS. Al-Talaq
ayat 2. Demikian juga dalam Pasal 167 dan Pasal 168 KHI, serta pasal lain
yang ada dalam KHI tidak menyebutkan secara tegas bahwa saksi dalam

proses rujuk sebagai syarat sahnya rujuk. Hal ini tentu memberikan sebuah
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gambaran bahwa baik pandangan Ytsuf Al-Qaradawi dan materi hukum

dalam KHI memiliki relevansi dalam kaitannya dengan kedudukan saksi

dalam rujuk bukanlah syarat sahnya rujuk.

Mengacu kepada tiga analisis sederhana tersebut di atas, maka dipahami
bahwa kedudukan saksi dalam proses rujuk sangat lah penting. Konsekuensi dan
kegunaan saksi dalam rujuk juga sangat penting. Bagaimana pun, saksi di dalam
rujuk ialah orang yang dapat melihat, mengetahui, dan mendengar keinginan dari
kedua pasangan untuk rujuk. Sekiranya para saksi tersebut justru sudah meninggal
dunia, maka adanya tanda tangan mereka dalam surat pendaftaran rujuk itu ialah
bagian dari bukti autentik bahwa keduanya benar-benar sudah melakukan rujuk.
Dalam hal ini, sekiranya terdapat klaim dari orang tua, keluarga atau masyarakat
bahwa mereka berdua belum rujuk, maka keberadaan saksi ini bisa menjelaskan
kepada mereka bahwa keduanya memang telah rujuk. Untuk konteks dewasa ini,
bukti rujuk boleh jadi dapat menggunakan kartu atau surat rujuk, baik berbentuk
hard copy surat, maupun dalam bentuk surat digital. Di mana, dalam surat tersebut
ada tanda tangan dari para saksi yang menyatakan bahwa keduanya telah rujuk ke
pernikahan mereka. Oleh karena itulah, dilihat dari fungsi dan kemanfaatannya di
dalam hukum, maka saksi dalam rujuk menurut penulis sangatlah penting.

Yusuf Al-Qaradawi memahami hukum wajib pada saksi rujuk itu bersifat
tidak mengikat, dengan kata lain bahwa ada tidaknya saksi rujuk itu rujuk tetap
sah. Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi relevan dengan KHI di dalam hal pentingnya
saksi untuk menjamin kejelasan proses rujuk. Namun, KHI mengambil langkah
lebih tegas dengan menjadikan kehadiran saksi sebagai kewajiban untuk legalitas
rujuk, hal ini sejalan dengan kebutuhan hukum di negara modern. Demikian juga
dalam pandangan Yusuf Al-Qaradawi yang mengharuskan rujuk itu didaftarkan
ke pengadilan untuk legalitas rujuk. Hal ini mencerminkan pendekatan Yasuf Al-
Qaradawi yang fleksibel secara syariat dibandingkan dengan pendekatan hukum

formal yang diterapkan oleh KHI.
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Mengacu kepada penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
pandangan Yisuf Al-Qaradaw1 tentang menghadirkan dua orang saksi pada saat
proses rujuk dilakukan adalah wajib. Pandangan Yasuf Al-Qaradawi ini relevan
dengan ketentuan dalam KHI. KHI juga menetapkan bahwa proses rujuk harus
dilakukan dengan adanya kehadiran saksi dan para saksi ikut memberikan tanda

tangan pada surat rujuk.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yasuf Al-Qaradawi menggunakan dalil QS. Al-Talag ayat 2 saat
menetapkan kesaksian dalam rujuk. Keberadaan dua orang saksi di dalam
proses rujuk adalah wajib. Pola penalaran yang digunakan oleh Yisuf Al-
Qaradawi merujuk pada metode bayani, yaitu metode penarikan hukum
(istinbat al-ahkam) yang bertumpu pada kaidah bahasa yang terdapat di
dalam nash syarak. Kaidah bahasa yang dimaksud adalah adanya lafaz
amar ataupun perintah untuk mempersaksikan proses rujuk, yaitu lafaz
asyhidii dan agimu. Kedua lafaz tersebut menunjukkan pada makna
perintah wajib menghadirkan dua orang saksi di dalam proses rujuk. Bagi
Yusuf Al-Qaradawi, keberadaan saksi dalam proses rujuk bukanlah syarat
sah rujuk, dan bukan pula rukun rujuk. Rujuk tetap terjadi sekiranya
dilakukan tanpa saksi, akan tetapi suami dipandang sudah berdosa karena
meninggalkan perintah Al-Qur’an.

2. Pandangan Yusuf Al-Qaradawi tentang wajibnya saksi dalam proses rujuk
relevan dan bersesuaian dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
di Indonesia. KHI menetapkan proses rujuk harus menghadirkan dua saksi
dan kedua saksi tersebut ikut menandatangani surat rujuk. KHI mengatur
keberadaan saksi dalam proses rujuk ini hanya sebatas untuk memastikan
bahwa suami memang telah merujuk istrinya. Akan tetapi, keberadaan dua
saksi dalam KHI bukan sebagai syarat sah rujuk. Sebab, syarat sah rujuk
di dalam KHI mengikuti ketentuan hukum Islam, yaitu adanya pernyataan
rujuk dari suami. Ini bersesuaian dengan pandangan Ytusuf Al-Qaradawi,
di mana kesaksian saat rujuk bukan merupakan syarat sah rujuk. Jelaslah
bahwa pendapat Yusuf Al-Qaradawi tersebut relevan dengan ketentuan
KHI. Aspek yang relevansi antara pandangan Yisuf Al-Qaradawi dengan
ketentuan KHI ada tiga. Pertama, sama-sama menetapkan keharusan
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adanya saksi dalam proses rujuk. Kedua, sama-sama menetapkan bahwa
tujuan saksi di dalam proses rujuk adalah untuk menjadi bukti kebenaran
telah dilakukan rujuk, dan menjadi penegas bahwa di antara keduanya
telah kembali dan belaku hak dan kewajiban antara keduanya. Ketiga,

sama-sama menetapkan saksi dalam rujuk bukanlah syarat sahnya rujuk.

B. Saran

1. Ketentuan KHI mengenai proses rujuk perlu ditinjau ulang, terkhususnya
menyangkut ketentuan rinci tentang syarat sah rujuk. Sebab di dalam KHI
ini hanya disebutkan syarat sah rujuk merujuk pada hukum Islam, adapun
aturan rincinya justru tidak disebutkan secara terperinci, baik menyangkut
keadaan istri, keadaan suami, lafaz rujuk, dan syarat-syarat sah rujuk lain
yang diatur dalam fikih Islam.

2. Perlu ada kajian lebih jauh tentang pandangan Yusuf Al-Qaradawi di atas
dilihat dalam konteks perbandingan hukum, atau dikaji dengan perspektif
undang-undang di beberapa negara Islam. Hal ini untuk memberikan suatu

perbandingan dengan hukum yang ada di Indonesia.
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